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 ُسيِسَْحَتف بًٔـَطَخ ًبُِيْؤُي ََمتَل ٍَيَو ۚ بًٔـَطَخ اِلَّإ ًبُِيْؤُي َُمتَْمي ٌَأ ٍ ِيْؤ ًُ ِن ٌَ بَك بَيَو
 ٍوْىَل ٍِي ٌَ بَك ٌَِئف ۚ ۟اُىلاد اصَي ٌَأ ٰٓ الَِّإ ٰۦِٓهِهَْهأ ٰٓ  َىِنإ ٌت ًَ اهَس ُّي ٌَتيِدَو ٍَتُِيْؤ ُّي ٍَتبَلَز
 َتَف ٌٍ ِيْؤُي َىُهَو ْىُكان ٍّوُدَع ْىُكَُْيَب ٍٍۭوْى
َل ٍِي ٌَ بَك ٌِإَو ۖ ٍَتُِيْؤ ُّي ٍَتبَلَز ُسيِسْح
 ْدَِجي ْىان ٍ ًَ َف ۖ ٍَتُِيْؤ ُّي ٍَتَبلَز ُسيِسَْحتَو ِۦهِهَْهأ ٰٓ  َىِنإ ٌت ًَ اهَس ُّي ٌَتيَِدف ٌك
 َثي ِّي ىُهَُْيَبَو
 ُ اللَّٱ ٌَ بَكَو ۗ ِ اللَّٱ ٍَ ِّي ًَتبَْىت ٍِ َْيِعبَبَتتُي ٍِ ْيَسْهَش ُوَبيِصَفب ً يِكَك ب ً يِهَع  
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), 
kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang 
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya 
yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si 
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si 
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan 
kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) 
berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan 
adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S An-nisa : 92)
1
 
  
                                                          
1
Departemen Agama RI, Al-Quran Dan TafsirnyaJilid III, (Jakarta: LenteraAbadi, 2010), 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulis skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negari (IAIN) Surakarta didasarkan pada keputusan 
bersama Menteri Agama dan materi pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 Pedoman transliterasi 
tersebut adalah:  
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut: 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ة Ba B Be 
د Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Kadan ha 
x 
 
x 
 
د Dal D De 
ر Żal Ż Żet (dengan titik diatas) 
س Ra R Er 
ص Zal Z Zet 
ط Sin S Es 
ػ Syin Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ Eṣ (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ De  (dengan titik di 
bawah) 
ط Ta T Te  (dengan titik
 dibawah)  
ظ ẓa ẓ Zet  (dengan titik
 dibawah) 
ع „ain ...،... Koma   terbalik   di 
Atas 
غ Ghain Gh Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ن Kaf K Ka 
ي Lam L El 
َ Mim M Em 
xi 
 
xi 
 
ْ Nun N En 
ٚ Wau W We 
ٖ Ha H Ha 
ء Hamzah ...׳... Apostrop 
ٞ Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong dan vokal 
rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ــَــــ Fathah A A 
ـِـــ Kasrah I I 
ـُـــ Dammah U U 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xii 
 
xii 
 
1 تتو Kataba 
2 شور Zukira 
3 ت٘ز٠ Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan hururf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda 
danHuruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ٜ ......أ Fathah dan ya 
 
Ai a dan i 
ٚ ......أ Fathah dan wau 
 
Au a dan u 
 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ف١و Kaifa 
2 حٛي  Ḥaula 
 
3. Maddah 
xiii 
 
xiii 
 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat 
dan Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ٞ ......أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ٞ ......أ Kasrah dan ya Ī i dan garis diatas 
ٚ ......أ 
 
 
Dammah dan wau Ū u dan garis diatas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 يبل Qāla 
2 ً١ل Qīla 
3 يٛم٠ Yaqūlu 
4 ِٟس Ramā 
 
xiv 
 
xiv 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, 
atau dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 يبفطلأا خضٚس Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul 
atfāl 
2 خحٍط Ṭalhah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau  Tasydid  yang  dalam  sistem  tulisan  Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu Syaddah atau Tasydid. Dalam 
xv 
 
xv 
 
transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 بّٕثس    Rabbanā 
2 يّضٔ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لأ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti 
dengan hururf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung.  
 
Contoh: 
xvi 
 
xvi 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ًجّشٌا Ar-rajulu 
2 يلاجٌا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. 
Apabila terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ًوأ Akala 
2 ْٚزخأت Taꞌkhuduna 
3 ؤٌٕا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
xvii 
 
xvii 
 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya. Penggunaan huruf 
awal kapital untuk Allah hanya berlaku bi dalam tulisan Arabnya memang 
lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain 
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital 
tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 يٛعسلاإ محمد بِ ٚ Wa mā Muhammadun illā 
rasūl 
2 ٓ١ٌّبعٌا ةس للهذّحٌا Al-
hamdulillahirabbilꞌa>lami  na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan arab huruf 
Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf 
atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam 
tansliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan.  
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
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1 ٓ١لصاشٌاش١خ ٌٛٙ الله ْإٚ Wa innallāha lahuwa 
khair ar-rāziqīn/ Wa 
innallāha lahuwakhairur-
rāziqīn 
2 ْاض١ٌّاٚ ً١ىٌا اٛفٚأف Fa aufū al-Kaila wa al-
mīzāna/Fa auful-kaila 
wal mīzāna 
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ABSTRAK 
ANIS DEWI LESTARI, NIM: 152131005“TINDAK PIDANA 
PENGEROYOKAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN 
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI NOMOR-163/Pid.B/2015/PN Byl)”. 
Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah analisis 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengeroyokan di 
dalam putusan Nomor 163/Pid.B/2015/PN Byl serta untuk mengetahui Tinjauan 
Hukum Pidana Islam bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan yang 
mengakibatkan kematiandalam putusan Nomor 163/Pid.B/2015/PN Byl. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikandasar pertimbangan hakim dalam 
memutus perkarapengeroyokan yang mengakibatkan kematian dalam putusan 
pengadilan Negeri Boyolali Nomor-163/Pid.B/2015/PN Byl dan untuk 
mendeskripsikan tinjauan hukum pidana islam bagi pelaku tindak pidana 
pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, terhadap putusan Putusan 
Pengadilan Negeri Boyolali Nomor-163/Pid.B/2015/PN Byl. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan 
mengumpulkan bahan bahan penelitian dengan menelaah putusan Pengadilan 
Negeri Boyolali Nomor-163/Pid.B/2015/PN Byl. Serta menggunakan pendekatan 
yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan 
kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif, sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang berisi bahan-
bahan hukum. Bahan hukum sekunder yang peneliti adalah buku-buku, hasil-hasil 
penelitian, hasil karya dari pakar hukum, Jurnal ilmu Hukum. 
Kesimpulan yang dapat diambil dalam skripsi ini adalah, pertimbangan 
hakim atas putusan perkara Nomor- 163/Pid.B/2015/PN.Byl, hal tersebut sudah 
sesuai dengan mekanisme ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 
ayat (2) ke 3 KUHP tentang pengeroyokan. Kemudian para terdakwa terbukti 
secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokam dengan 
masing masing ancaman pidana yaitu, Terdakwa Samsul Bahri selama 8 tahun, 
terdakwa Taufik Ismail selama 10 (sepuluh) Tahun, terdakwa Agus Reynaldi 
selama 11 (sebelas) Tahun, terdakwa Adik Nur Cahyadi selama 8 (delapan) 
Tahun, terdakwa Muhammad Mudhakir selama 3 (tiga) Tahun, terdakwa Eko Ady 
Saputro selama 3 (tiga) Tahun berdasarkan primair kedua dalam pasal 170 ayat 
(2) ke 3. Dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap perkara Nomor-
163/Pid.B/2015/PN Byl tentang tindak pidana pengeroyokan, perbuatan tersebut 
termasuk dalam Jari>mahDiyat Mughaladhah (diyatberat) yang hukumannya 
adalah membayar 100 ekor unta, dan diangsur selama 3 tahun, masing-masing 
sepertiga tahun.  
Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Pengeroyokan,Diyat. 
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ABSTRACK 
ANIS DEWI LESTARI, NIM: 152131005 "CRIMINAL ACT 
VIOLENCE “THAT HAVE THE DEATH IN CRIMINAL LAW ISLAMIC 
PERSPECTIVE (ANALYSIS OF STATE COURT DECISION NUMBER 
BOYOLALI-163 / Pid.B / 2015 / PN Byl) ". Issues raised as a focus of research 
is the analysis of consideration of the judge in deciding the criminal case beatings 
in decision No. 163 / Pid.B / 2015 / PN Byl and to know the Islamic Criminal 
Law Review for criminal beatings resulting in death in the decision No. 163 / 
Pid.B / 2015 / PN Byl.  
This study aimed to describe the consideration of judges in deciding the 
case beatings resulting in death in Boyolali District Court decision Nomor163 / 
Pid.B / 2015 / PN Byl and to describe the Islamic criminal law review for criminal 
beatings resulting in death, against the decision of Boyolali District Court 
Nomor163 /Pid.B/2015/PN Byl. This type of research is the research literature 
that research by gathering research materials by examining the Boyolali District 
Court No. 163 / Pid.B / 2015 / PN Byl. And using normative juridical research 
that focused on reviewing the application of the rules or norms of positive law, the 
source of the data used in this study is a secondary data source, which contains 
legal materials. Secondary law that researchers are books, research results, the 
work of legal experts, the Journal of the science of law. 
The conclusions in this thesis is, consideration of the judge ruling the case 
numbers-163 / Pid.B / 2015 / PN.Byl, it is in conformity with the provisions 
mechanism as stipulated in Article 170 paragraph (2) to three Criminal Code , 
Then the defendant proved and convincingly guilty of committing a criminal 
offense pengeroyokam with each criminal threat, namely, the defendant Samsul 
Bahri for 8 years, the defendant Taufik Ismail for 10 (ten) years, the defendant 
Agus Reynaldi for 11 (eleven) years, the defendant's sister Nur Cahyadi for 8 
(eight) years, the accused Muhammad Mudhakir for 3 (three) years, defendants 
Eko Ady Saputro for 3 (three) years based on the primary second paragraph of 
article 170 (2) to 3. in the perspective of Islamic criminal law of the case Number 
163 / Pid. included in Jari> mah diyat Mughaladhah (diyat weight) that the 
punishment is to pay 100 camels, and paid over three years, one-third each year.  
Keywords: HukumPidana Islam, beatings, Diyat 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak 
bisa hidup sendirian. Kecenderungan untuk bermasyarakat merupakan 
keharusan dalam melangsungkan hidupnya. Selain itu di dalam kehidupan 
bermayarakat, manusia juga ingin selalu merasa nyaman, aman dan tentram. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia dihadapkan berbagai tantangan dan 
hambatan yang harus disingkirkan, agar dapat mencapai suatu tujuan. 
Hubungan antara manusia dengan manusia diatur oleh serangkaian nilai-nilai 
dan kaidah-kaidah. Hal tesebut dianut oleh masyarakat, maka lahirlah hukum 
sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan 
bermasyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan dan kesejahteraan.
2
 
Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, dan di dalamnya 
terdapat beragam suku bangsa, Agama yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta 
menjamin hak seluruh Warga Negara. Dengan adanya pernyataan di atas, 
menunjukkan bahwa di Indonesia, hukum dijadikan pelindung bagi 
warganya. Sehingga warga atau masyarakat tidak bisa berbuat sewenang-
wenang dalam melakukan tindak kejahatan.
3
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Tindak Pidana pengeroyokan diatur dalam pasal 170 KUHP, 
Sebagaimana berbunyi dibawah ini : 
a. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 
b. Yang bersalah diancam: 
1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan 
sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan 
mengakibatkan luka-luka 
2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan 
mengakibatkan luka berat; 
3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan 
mengakibatkan kematian. 
c. Pasal 89 tidak diterapkan.4 
 
Bedasarkan penjelasan tentang kriteria melakukan pengeroyokan baik 
disengajaatau tidak mendahului suatu perencanaan yakni pembunuh adalah 
orang berakal yangtidak sengaja membunuh. Sanksi tindak pidana 
pengeroyokan sangat berbeda, baik ditinjau dalam hukum pidana Islam 
maupun hukum positif yang ada dalam pasal 170 KUHP. Jika melihat 
ketentuan-ketentuan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa pelaku 
pengeroyokan bisa diajukan ke Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya yang sudah masuk dalam unsur pasal diatas. 
Kasus Pengeroyokan yang setidak-tidaknya masih berada wilayah 
Pengadilan Negeri Boyolali dengan Nomor Putusan Nomor-
163/Pid.B/2015/PN Byl yang dilakukan oleh Bripda Taufik Ismail bersama 
rekan-rekannya, yaitu Syamsul Bahri Bin Mulyoto, Agus Renaldy alias 
Sarno, Adik Nur Cahyadi alias Ngatman, Muhammad Mudhakir dan Eko Ady 
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Saputro Bin Suwardiyang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama 
sehingga korban Edi Susanto meninggal dunia. 
Dalam perkara tindak pidana tersebut,berawal dari permasalahan 
televisi dan sejumlah uang Rp. 1.800.000 yang hilang di rumah orang tua 
Taufik Ismail. Mendengar hal tersebut, Taufik Ismail pulang, namun sehari 
sebelum pulang dari Wonogiri, sempat kerumah saksi Kukun Wihardono 
untuk meminjam pistol jenis revolver untuk dibawa pulang ke Boyolali, 
sesampainya dirumah, korban bertemu dengan Syamsul Bahri dan mendengar 
informasi bahwa yang mengambil adalah Muhammad Syaiful Anwar, karena 
sering main ke rumah orangtua Taufik Ismail dan mengetahui tempat-tempat 
barang berharganya. Setelah itu Taufik Ismail datang ke rumah Agus Renaldy 
untuk membicarakan masalah tersebut. Ketika di jalan mereka bertemu 
dengan Adik Nur Cahyadi. Sesampainya di rumah tAgus Renaldy mereka 
merencanakan dan membagi tugas tersebut.Sebelum terdakwa menemui 
korban Edi Susanto, Taufik Ismail mencari Muhammad Syaiful Anwar selaku 
saksi dari korban. Pada saat itu, Setelah bertemu Muhammad Syaiful Anwar, 
di bawa masuk kemobil APV warna hitam Nomor Polisi B 1653 SVC yang 
disewa oleh terdakwa Agus Renaldy. Saksi dipukulioleh terdakwa supaya 
mengakui perbuatannya, tetapi Muhammad Syaiful Anwar menjawab tidak 
mengambil uang dan TV tersebut. 
Setelah korban dipukuli beberapa kali, korban bicara bahwa yang 
mengambil uang tersebut adalah korban Edi Susanto. Selanjutnya terdakwa 
mencari korban Edi Susanto, dan dibawa masuk ke dalam mobil yang diapit 
4 
 
4 
 
oleh Taufik Ismail dan Syamsul Bahri. Sedangkan saksi Muhammad Syaiful 
Anwar duduk di Jokpaling belakang. Setelah itu korban ditanyai perihal 
televisi dan uang tersebut, setelah korban tidak mengakui, korban dipukul 
berkali kalidi dalam mobil. Selanjutnya Edi Susanto dibawa kesawah untuk di 
pukuli bersama terdakwa lainnya, bahkan terdakwa Agus Renaldy 
menyalakan korek api pas di depan korban, sehingga mengenai rambut 
korban. Korban Edi Susanto mencoba menyelamatkan diri dengan berlari 
kesawah untuk mencari sungai yang mengalir tetapi tidak ada, lalu tersangka 
menyusul korban untuk membantu memadamkan api, dan setelah api padam 
korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Korban sempat bertahan hidup 
selama beberapa minggu, Dan kasus tersebut sudah diproses oleh penegak 
hukum yang berwajib. Dalam kasus ini pelaku tidak bermaksud untuk 
menghilangkan nyawa korban, tetapi pada kenyataannya korban meninggal 
dunia.
5
 
Dalam dakwaan primair  kesatu sebagaimana di atur dalam Pasal 338 
KUHP dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Taufik 
Ismail, Syamsul Bahri Bin Mulyoto, Agus Renaldy alias Sarno, Adik Nur 
Cahyadi alias Ngatman, Muhammad Mudhakirtidak terbukti melakukan 
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut 
Umum,membebaskan terdakwa Taufik Ismail, Syamsul Bahri Bin Mulyoto, 
Agus Renaldy alias Sarno, Adik Nur Cahyadi alias Ngatman, Muhammad 
Mudhakir, Eko Ady Saputro oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut, 
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menyatakan terdakwatelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana Pengeroyokan yang berakibat kematian 
sebagaimana Dakwaan Primair kedua Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana 
oleh karena itu kepada terdakwa dengan masing-masing pidana paling lama 
11 tahun penjara dan paling sedikit 3 tahun penjara.
6
 
Dalam hukum Pidana Islam, sanksi terhadap tindak pidana 
pengeroyokan belum secara jelas di sebutkan, melihat dari perbuatan 
terdakwa, pertanggungjawabannya, letak permasalahannya maka dalam hal 
ini hukumannya yang tepat adalah Pembunuhan semi sengaja yang di ancam 
hukuman diya>t Mughaladzah yang harus membayar 100 ekor unta, terdiri 
dari 30 ekor unta betina berumur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4-5 
tahun dan 40 ekor unta betina yang bunting yang diangsur selama tiga tahun 
setiap sepertiganya.
7
 Ketentuan-ketentuan hukum tersebut, baik di tinjau 
dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang disebutkan 
diatas menjadi menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu 
kasus yang menuntut adanya penyelesaian. 
Sebelum diberlakukan aturan dan ketentuan hukum terlebih dahulu, 
telah diungkapkan dalam Al-Quran yang menjadi sumber hukum bagi umat 
Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah, ayat 45 : 
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 ِفََْلِْٱب َفََْلْٱَو ٍِ ْيَعْنٱِب ٍَ ْيَعْنٱَو ِسْفاُنِٱب َسْفاُنٱ ٌا َأ ٰٓبَهِيف ْىِهَْيهَع َبَُْبتَكَو
 ٌَ ُُذْلْٱَو َىُهَف ِۦهِب َقادََصت ٍ ًَ َف ۚ ٌصبَصِل َحوُسُجْنٱَو ٍِّ ِّسنِٱب ٍا ِّسنٱَو ٌِ ُُذْلِْٱب
 ٌَ ى ًُ ِه
 اظنٱ ُىُه َكِئ
ٰٓ  َنُ۟وَأف ُ اللَّٱ َلَزََأ ٰٓب ًَ ِب ىُكْحَي ْىان ٍَيَو  ۚۥُهان ٌةَزبافَك 
Terjemahannya :  
“ Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata hidung 
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka 
pada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisas, maka hak 
lepas itu  (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka 
mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Maidah:45)
8
 
 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 
tertarikuntukmenganalisis menurut hukum pidana Islam dan hukum positif 
atas pertimbangan hakim dalam perkara Pengeroyokan yang berakibat 
kematian. Sehingga penulismemilih judul “Tindak Pidana Pengeroyokan 
Yang Berakibat Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor-163/Pid.B/2015/PN 
Byl)” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi pokok 
permasalahan tersebut adalah : 
1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana 
pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian pada Putusan Pengadilan 
Negeri BoyolaliNomor-163/Pid.B/2015/PN Byl? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Bagi Pelaku Tindak Pidana 
Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Boyolali Nomor-163/Pid.B/2015/PN Byl? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 
penelitian yaitu : 
1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus 
perkarapengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian pada Putusan 
Pengadilan Negeri Boyolali Nomor-163/Pid.B/2015/PN Byl. 
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam bagi pelaku tindak 
pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, terhadap putusan 
Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor-163/Pid.B/2015/PN Byl. 
D. Manfaat penelitian 
1. SecaraTeoritis  
a. Menambah ilmu pengetahuan hukum mengenai sanksi terhadap 
pelaku tindak pidana pengeroyokan yang berakibat kematian 
menurut Hukum pidana islam. 
8 
 
8 
 
b. Untuk menambah khasanah kajian ilmiah dalam penegakan hukum 
di Indonesia. 
2. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum 
masyarakat pada umumnya. 
E. Kerangka Teori 
1. Hukum Pidana 
Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai “tindakan-
tindakan keharusan (gebod) dan Larangan (vebod) yang dibuat oleh 
Negara atas Penguasaan umum lainnya, yang pelanggarnya diancam 
dalam ketentuan khusus, yaitu Pidana, demikian juga peraturan tersebut 
menentukan syarat bagi akibat hukum itu.
9
 
Adami Chazawi lebih luas lagi, tidak hanya pengertian hukum 
pidana dan hukum pidana formil. Artinya hukum pidana tidak hanya 
berhubungan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan sanksi pidana, orang yang melakukan pidana dijatuhi pidana 
proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut, tapi juga 
bagaimana pelaksanaan pidana dijatuhkan kepada orang tersebut.
10
 
Andi Zainal Abidin  mengartikan: perintah dan larangan, yang atas 
pelanggarannya atau pengabaiannya ditetapkan sanksi terlebih dahulu 
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oleh badan-badan Negara yang berwenang, peraturan-peraturan harus 
ditaati dan dilakukan oleh setiap orang. 
Berdasarkan uraian tentang pengertian hukum pidana yang 
dikemukakan oleh para ahli, bisa disimpulkan bahwa, pertama 
adakalanya istilah hukum pidana dasarnya tercakup beberapa pengertian. 
Hukum pidanabermakna sebagai hukum pidana materiil artinya aturan 
hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan dinyatakan 
terlarang,hal-hal atau syarat menjadikan seseorang dapat dikenai 
tindakan hukum tertentu berupa ancaman pidana baik sanksi pidana 
maupun sanksi tindakan.
11
 
2. Jenis-JenisHukumPidana Islam 
a. Jari>mah hudu>d 
Hudud secara bahasa adalah larangan, sedangkan secara 
istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah 
SWT. Kata ḥudūd biasanya dimutlakkan untuk tindak pidana ḥudūd 
dan hukuman-hukumannya. Dikatakan “tertuduh  itu telah 
melakukan tindak pidana ḥudūd dan dikatakan “hukumannya adalah 
hukuman ḥudūd”. Jikaada kata ḥudūd diucapkan untuk tindak 
pidana, yang dimaksud  adalah definisi tindak pidana yang 
mempunyai sanksi hukum yang sudah ditentukan secara syarā‟. 
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Karena itu, menamakan tindak pidana dengan ḥudūd adalah 
penamaan majas.
12
 
b. Jarīmah Qiṣāṣ Diyat 
Perbuatan yang diancam dengan hukuman qi>sas maupun 
diya>t.
13
 Diya>t merupakan uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus 
pembunuhan ataupenganiayaan yang mendapatkan pemaafan dari 
keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban. 
Terdapat dua macam diya>t mughallazhah berat) dan diya>t 
mukhaffafah (ringan). Diyat ringan berlaku dalam pembunuhan tersalah, 
sedangkan diya>t Mughallazah berlaku pada pembunuhan semi sengaja, 
dan pembunuhan sengaja apabila hal tersebut dimaafkan oleh pihak 
keluarga korban. 
c. Jari>mah Ta’zir 
Jari>mah ta‟zi>r adalah tindak pidana yang diancamkan 
dengan satu atau beberapa hukuman ta‟zi>r. Hukum pidana Islam 
tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak 
pidana tersebut, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, 
dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, 
hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang 
sesuai dengan macam tindak pidana serta keadaan si 
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pelaku.Singkatnya hukuman-hukuman tindak pidana ta‟zi>r tidak 
memiliki batasan tertentu.
14
 
 ٰٓبَيَو ْىَُهتاي ُِّزذ ْىِهِب بَُْمَحَْنأ ٍ  ًَ يِِئب ىُُهتاي ُِّزذ ْىُْهَتعَباتٱَو ۟اُى َياَء ٍَ يِرانٱَو ىُه
 ََُْتَنأ
 ٌٍ يِهَز َبَسَك ب ًَ ِب ٍٍۭاِسْيٱ ُّمُك ۚ ٍءْىَش ٍ ِّي ىِهِه ًَ َع ٍْ ِّي 
“Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”15 
 
3. Tindak Pidana Pengeroyokan 
Tindak pidana pengeroyokan  adalah perbuatan yang dilarang oleh 
aturan hukum yang berlaku dan disertai ancaman sanksi bagi 
pelanggarnya yangmanaperbuatan tersebut dilakukan oleh sekumpulan 
orang banyak/lebih dari satu orang dimana jumlahnya tanpa batas.  
Tindak pidana Pengeroyokan oleh pembentuk  undang-undang telah 
diatur dalam pasal 170 KUHP yang rumusannyasebagaiberikut: 
a. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-
sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 
b. Yang bersalah diancam: 
1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan 
sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang 
digunakan mengakibatkan luka-luka; 
2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan luka berat; 
3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan kematian. 
4) Pasal 89 tidak diterapkan.16 
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Pasal ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan dengan “terang-
terangan” dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, terhadap 
orang atau barang. Dalam pasal ini terdapat pemberatan pidana 
berdasarkan akibat-akibat perbuatan kekerasan itu, yaitu berupa luka-
luka, luka berat bahkan terjadi kematian. Dari sudut pandang S.R 
Sianutri, dalam pasal 170 KUHPidana ini berkenaan dengan kepentingan 
hukum masyarakat, yang berupa pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban 
umum, dalam pasal 170 KUHPidana tidak diletakkan dalam kepentingan 
perseorangan.17 
Menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana pengeroyokan 
dianalogikan sebagai tindak pidana penganiayaan, karena didalam hukum 
pidana Islam tidak dijelaskan secara jelas tentang jarimah tersebut. 
Tindak pidana penganiayaan adalah penganiayaan terhadap selain jiwa 
bisa sengaja dan tidak sengaja. 
Dalam fiqh jinayah sanksi qiṣāṣ ada dua macam, yang pertama 
qiṣāṣ melakukan jarimah pembunuhan dan kedua qiṣāṣ melakukan 
jarimah penganiayaan. Ulama fiqh membedakan jarimah penganiayaan 
menjadi dua kategori yaitu, penganiayaan sengaja,penganiayaan tidak di 
sengaja.
18
 
Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu:  
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1) Ibānat al-atraf, yaitu memotong anggota tubuh, termasuk 
didalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung dan sebagainya; 
2) Izhab ma‟a al-atraf, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan 
(anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi); 
3) As-shajjajyaitu pelukaan terhadap kepala dan muka; 
4) Al-jarh yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk 
di dalamnyapelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga 
dada; 
Telah di jelaskan dalam firman Allah, QS. Al-Baqarah ayat 178 
 َٚ  ِذَْجعٌْ ِٱث ُذَْجعٌْ ٱ َٚ  ِّشُحٌْ ِٱث ُّشُحٌْ ٱ ۖ ٍََْٝتمٌْ ٱ ِٝف ُصبَصِمٌْ ٱ ُُ ُى١ٍََْع َتِتُو ۟إُٛ َِ اَء َٓ ٠ِزٌَّٱ ب َٙ ُّ٠َأ
َٰٓ  َ٠  ٌَُٗ َٝ ِفُع ْٓ َّ َف   ٝ ََُْٔلأِٱث  ٝ ََُْٔلأٱ
 َِّجتَٱف ٌء ْٝ َش ِٗ ١َِخأ ْٓ ِ َذَْعث  ٜ ََذتْعٱ ِٓ َّ َف ۗ ٌخ َّ ْحَس َٚ  ُْ ُِّىث َّس ٓ ِّ  ٌف١ِفَْخت َهٌِ
 َر ۗ ٍٓ  َغِْحِئث ِٗ ١ٌَِْإ ٌءََٰٓاَدأ َٚ  ِفُٚشْع َّ ٌْ ِٱث ٌٌۢعب  ٍََُٗف َهٌِ
 َر
 ٌُ ١ٌِ َأ ٌةَازَع 
 
Terjemahan : 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkanataskamu qisas 
berkenaandengan orang-orang yang dibunuh; orang merdekadengan 
orang merdeka, hambadenganhamba, danwanita denganwanita. Maka 
Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, 
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengancara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi 
ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.
19
 
 
4. Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawabandalam arti sempit adalah kesalahan, dapat 
berbentuk sengajaatau(opzet) atau lalai (culpa).Pertanggungjawaban 
pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan 
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menurut idema merupakan jantungnya hukum pidana.
20
Arti dari 
pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap 
tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dalam 
yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk 
menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka 
dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau 
sebaliknya.
21
 
Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidanaIslam diartikan 
sebagai bentuk pembebanan terhadap seseorang akibat perbuatan sesuatu 
yang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan  dengan 
kemauan sendiri dan ia tahu akan akibat-akibat dari berbuat atau tidak 
berbuat.Berdasarkan pengertian di atas, maka pertanggungjawaban 
pidana dapat ditegakkan karena adanya tiga hal yaitu, Adanya perbuatan 
yang dilarang untuk dikerjakan atau adanya perintah untuk dikerjakan, 
Adanya sikap berbuat atau tidak berbuat dan atas kehendak atau kemauan 
sendiri, Pelaku mengetahui akibat akibat yang dilakukan.
22
 
5. Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana 
TindakPidanaadalahperbuatanyang oleh aturan hukum dilarang dan 
diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain 
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perbuatan yang bersifat aktif melakukan sesuatu yang dilarang oleh 
Hukum. 
Unsur-unsur tindak pidana 
a. Unsur Objektif yaitu, unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur 
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-
tindakan si pelaku harus dilakukan. Terdiri dari, sifat melanggar 
hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas.
23
 
b. Unsur subjektif yaitun unsur yang terdapat atau melekat pada diri si 
pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di 
dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya  
Unsur ini terdiri dari: 
1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus dan culpa) 
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 353 
ayat (1) KUHP. 
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya. 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam paal 340 
KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 
5) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.24 
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6. Unsur-unsurJarimah 
Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan di anggap 
delik bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun Jari>mahdapat 
dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama unsur umum. Artinya unsur-
unsur yang harus terpenuhi pada setiap Jari>mah. Kedua, unsur khusus, 
artinya unsur unsur harus terpenuhi pada setiap Jari>mahtertentu.
25
 
Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum Jari>mahyaitu: 
a. Unsur formil artinya setiap perbuatan dianggap melawan hukum dan 
pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-
undang yang mengaturnya. 
b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), artinya adanya tingkah laku 
seseorang yang membentuk  baik dengan sikap berbuat maupun 
sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hkum pidana islam di sebut 
dengan ar-rukn al-madi 
c. Unsur moril (pelakunya mukallaf) artinya, pelaku Jari>mahadalah 
orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap 
Jari>mahyang dilakukannya.
26
 
Kedua unsurkhusus, yang dimaksud dengan unsur khusus ialah 
unsur yang hanya terdapatpada peristiwa pidana (Jari>mah) tertentu dan 
berbeda antara unsur khusus pada jenis Jari>mahyang satu dengan 
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jari>mahyang lainnya. Misalnya pada Jari>mahpencurian, harus 
terpenuhi unsur perbuatan. Perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-
sembunyi, barang itu milik orang lain  secara sempurna dan benda ada 
pada penguasaan pihak pencuri.
27
 
7. PertimbanganHakimDalamMemutusPerkara 
Untuk melaksanakan hukum pidana, diperlukan cara yang harus 
ditempuh agar hukum bisa ditegakkan. Cara itu disebut sebagai hukum 
acara pidana. Tujuan hukum pidana sendiri untuk mencari kebenaran dari 
suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana. 
Secara jujur dan tepat dengan mencari siapa pelaku yang dapat 
didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya hakim 
memeriksa apakah terbukti melakukan suatu tindak pidana telah 
dilakukan dan orang yang didakwakan dapat dipersalahkan.
28
 
Hakim dalam mengambil keputusan pada suatu perkara memiliki 
resiko yang berat, jika terjadi kesalahan pada putusan hakim maka orang 
yang tidak bersalah akan menjalani hukuman sedangkan orang yang 
bersalah akan dibebaskan. Oleh karena itu, hakim dalam mengambil 
keputusan harus menciptakan suatu keadilan. Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan harus memenuhi unsur delik yang menjadi dasar 
bahwa seseorang dianggap bersalah melakukan tindak pidana.
29
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F. Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap 
skripsisebelumnyaagar tidak terjadi kesamaan judul yang sudah ada sebelum-
sebelumnya. Setelah mengadakan tinjauan pustaka penulis mendapat 
penemuan skripsi pengeroyokan yang berakibat kematian sebagai berikut; 
Dalam skripsi Pancar Triwibowo NPM.087101019 Universitas 
pembangunan nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum  dengan judul 
pertanggungjawaban pidana pelaku “Pengeroyokan dan atau Penganiayaan 
yang mengkibatkan korban meninggal dunia pada suporter sepakbola (Studi 
kasus Putusan No.174/PID.B/2011/PN Lamongan )” yang membahas tentang 
apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi suporter sepak bola melakukan 
tindak pidana pengeroyokan dan apa pertimbangan hakim memutus perkara 
tersebut. Penelitian hukum menggunakan studi kepustakaan yaitu 
mengumpulkan data dengan membaca peraturan perundang-undangan, 
dokumen resmi maupun literer yang erat kaitannya dengan permasalahan 
yang dibahas berdasarkan data sekunder. Perbedaaan dengan karya peneliti 
yaitu peneliti tidak menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi pelaku 
main hakim sendiri, peneliti lebih terfokus ke pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara dan juga meneliti dalam sudut pandang hukum pidana 
islam.
30
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Dalam skripsi Mohammed Noor NIM 14160067 Universitas Islam 
“Negeri (UIN) Rade Fatah Palembang Fakultas Syari‟ah dan Hukum dengan 
judul Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pengeroyokan yang mengakibatkan 
kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor-
0271/PID.B/2013/pn.PLG” dalam skripsi ini penulis membahas tentang dasar 
pertimbangan hakim memutus perkara tersebut menurut FiqhJina>yahserta 
sanksi tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian menurut 
fiqh Jina>yah dalam pasal 338 KUHP. Penelitian ini menggunakan studi 
Pustaka digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkenaan dengan 
kajian terhadap tindak pidana pengeroyokan yang berakibat kematian, yang 
berfungsi sebagai pendukung wawancara berupa hasil penelitian ilmiah, 
Opini, Koran, dan data-data yang dapat diakses dari internet mengenai 
persoalan tersebut. Perbedaaan dengan karya peneliti yaitu dalam melihat 
sudut putusan hakim dalam penjatuhan pasal, peneliti dalam hukumannya 
dijatuhkan pasal 338 tentang  pembunuhan, sedangkan penjatuhan sanksi 
pidana terhadap pelaku, penulis terfokus pada pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP.
31
 
Dalam skripsi Triandy Anugrah H yang berjudul tinjauan yuridis 
terhadap tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Studi 
Kasus Putusan No. 819/PidB/2015PN Makassar) penulis membahas tentang 
penganiayaan dengan pasal 351 ayat (2) KUHP. dalam skripsi Saudara 
Triandy Anugrah H yang membedakan adalah penulis Membahas tentang 
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penerapan hukum materiil dan pertimbangan hakim dalam mengambil 
putusan terhadap tindak pidana penganiayaan dengan luka berat.
32
 
 
G. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian diatas termasuk dalam penelitian kualitatif dengan 
menggunakan data kepustakaan(Library research), karena data-data atau 
bahan bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut 
bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, perpustakaan baik 
berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal dokumen, majalah dan lain-lain. 
Pendekatan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengam cara data sekunder sebagai 
bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap 
peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan 
yang akanditeliti, dalam hal ini menggunakan putusan nomor 
163/Pid.B/2015/PN Byl dan Al-quran.
33
 
2. Sumber data 
Datayangdigunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data 
Sekunder Berupa : 
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a. Bahan hukum Primer yaitu bahan bahan hukum yang mempunyai 
otoritas  (autoritatif). Dalam hal ini bahan hukum primer tersebut 
ialah putusan No.163/Pid.B/2015/PN Byl, Al-Quran dan Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
b. Bahan hukum sekunderadalah bahan hukum yang memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti jurnal hukum dan 
isi putusan pengadilan Negeri Boyolaliserta buku buku yang 
berkaitan tentang tindak pidana pengeroyokan. 
c. Bahan Hukum Tersier merupakan data yangmemberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder. 
3. MetodePengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi 
dokumentasidengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen 
dari Pengadilan Negeri Boyolali 
4. TeknikAnalisa Data 
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data kemudian 
dianalisis. Yakni deskriptifanalisis yang berhubungan dengan tindak 
pidana pengeroyokan yang  mengakibatkan korban meninggal dunia. 
H. SISTEMATIKAPENULISAN 
Untuk memahami urutan pola pikir dari tulisan ini, maka skripsi ini 
disusun dalam lima bab. Setiap bab memuat isi satu sama lain yang saling 
melengkapi. Maka dari itu ditulis agar tahu tulisan ini mengarah kemana. 
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Bab pertama, berisi tentang Pendahuluan yang memuat ide awal 
penulisan ini, kemudian rumusan masalah yang muncul dilatar belakang 
masalah. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian, sumber data, manfaat 
penelitian yang membantu dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya 
kerangka teori, selanjutnya tinjauan pustaka yang digunakan sebagai tolak 
ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan 
dalam penelitian ini. Dalam bab pertama ini diakhiri dengan sistematika 
penulisan agar memudahkan penelitian ini untuk dipahami. 
Bab kedua, berisi tentang landasan teori tentang tindak Pidana 
pengeroyokan yang berakibat kematian yang secara umum diatur dalam 
KUHP, berupa pengertian tindak pidana Pengeroyokan, unsur hukum, 
pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana pengeroyokan dan 
berisikan uraian mengenai tindak pidana pengeroyokan yang berakibat 
kematian, baik ditinjau dalam hukum pidana Islam maupun hukum Pidana 
Positif. 
Bab ketiga,berisitentang putusan Hakim dimana data utamanya adalah 
putusan hakim Nomor-163/Pid.B/2015/PN Boyolali Di Pengadilan Negeri 
Boyolali, berisi uraian tentang deskripsi putusan, serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi pertimbangan hakim tersebut. 
Bab keempat, membahas tentang analisis pertimbangan hakim terhadap 
putusan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor-163/Pid.B/2015/PN Byl. Dan 
Tinjauan Hukum Pidana Islam bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan yang 
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mengakibatkan kematian, terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri 
Boyolali Nomor-163/Pid.B/2015/PN Byl 
Bab kelima Penutup, dalam bab ini penulis akan membahas beberapa 
kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN 
YANG BERAKIBAT KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF 
DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana 
1. Pertanggungjawaban Pidana 
Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai 
responbility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana 
sebenarnya tidak hanya menyangkut soal hukum, melainkan menyangkut 
nilai-nilai moral atas kesusilaan umum yang dianut oleh suatu 
masyarakat atau kelompok kelompok dalam masyarakat.
34
 Menurut 
Moeljanto, dipisahkannya antara rumusan tindak pidana dan ditempatkan 
sebagai faktor pertanggungjawaban pidana, dengan kata lain kesalahan 
yang meliputi kesengajaan dan kelalaian kemampuan bertanggung jawab 
dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.
35
 
Sudarto, menyatakan dipidananya seseorang tidak cukup apabila 
orang itu telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan 
hukum atau bersifat melawan hukum. Pemidanaan masih diperlukan 
syarat-syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan yangbertentangan 
dengan hukum tersebut haruslah mempunyai kesalahan atau bersalah. 
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Kemampuan bertanggungjawab, menurut Van Hamel adalah suatu 
keadaan normalitas psikis dan kecerdasan yang membawa 3 (tiga) 
kemampuan diantaranya : 
1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri, 
2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut 
pandangan masyarakat tidakdiperbolehkan. 
3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.36 
a. Kemampuan bertanggungjawab 
Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur 
kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak 
pidana lain. Istilah dalam bahasa belanda adalah 
toerkeningsbvtabaar (kemampuan bertanggung jawab).
37
 menurut 
pandangan Utrecht, kemampuan bertanggungjawab itu adalah 
merupakan unsur diam-diam dari setiap pidana, seperti juga dalam 
unsur melawan hukum. Oleh sebab itu apabila ada keraguan 
tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi 
seseorang, maka hakim wajib menyelidikinya. Setelah diselidiki 
hakim masih ada keraguan, maka hakim wajib membebaskannya.
38
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Dalam KUHP, Pasal 44 berbunyi: 
1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat 
dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka 
tidak dipidana. 
2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau 
terganggu penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya 
orang itu memasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu 
tahun sebagai waktu percobaan. 
3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku b. agi Mahkamah 
Agung Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.
39
 
 
Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu 
kondisi, dimana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat 
mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan itu. 
Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana harus 
diartikan sebagai adanya keadaan psikis dari seorang pelaku yang 
memungkan pelaku dapat menilai maksud dari tindakannya.
40
 
b. Tidak Mampu Bertanggungjawab 
Pasal 44 ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya 
cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka 
tidak dipidana. Menurut pasal ini, orang yang tidak mampu 
bertanggungjawab adalah karena melakukan hal-hal tertentu, yaitu 
jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena 
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penyakit dan sebagai akibatnya, dia tidak mampu 
bertanggungjawab atas perbuatannya itu.
41
 
c. Unsur dapat Dipertanggungjawabkan 
1) Toerekeningsvatbaargeid (kemampuan bertanggungjawab) 
2) Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga: 
a) Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya-nilai akibat 
perbuatannya 
b) Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya  
c) Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, 
kemasyarakatan, maupun kesusilaan 
3) Pendirian/sikap pembentuk KUHP; 
a) Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak 
pidana. 
b) Oleh karenanya tidak dirumuskan dalam pasal. 
c) Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali: 
d) Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada 
pelaku, harus dibuktikan. 
e) Tidak terpenuhi unsur pada Pasal 44. 
f) Jika hakim ragu-ragu-in dubio pro reo. 
d. Kesengajaan (dolus) dan Kealpaan (culpa) 
Dalam literatur hukum pidana, kesalahan diartikan sebagai 
asas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahan 
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merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin 
antara sipembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada orang 
tersebut maka dapat dicela. Asas yang melindunginya adalah “tidak 
ada pidana tanpa kesalahan” yang artinya suatu perbuatan tidak 
dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya orang 
tersebut tidak bersalah. 
Van Hammel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik 
merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si 
pembuat dan terwujudnya unsur unsur delik karena perbuatannya.
42
 
a. Kesengajaan (dolus) Dalam ilmu hukum pidana dibedakan 
menjadi 3 (tiga) macam sengaja yakni sebagai berikut: 
1) Sengaja sebagai maksud, Kesengajaan adalah 
pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran 
seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan 
demikian kesengajaan sebagai maksud, sama artinya 
dengan menghendaki (willens) untuk mewujudkan suatu 
perbuatan pidana dan menghendaki akibat yang 
ditimbulkannya. Maksud adalah sesuatu yang terkandung 
dalam batin atau jiwa seorang pelaku.
43
 
2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan 
dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu 
perbuatan lain yang berupa pelanggaran. 
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3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada 
kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran 
lain.
44
 
b. Culpa (Kealpaan) Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan 
kebetulan, bagaimanapun delik culpa dianggap lebih ringan 
dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa itu 
merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. 
Delik culpa mengandung dua macam delik, yaitu:  
Delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak 
menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah 
perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara 
keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang 
menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka 
diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan 
akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan 
pidana.
45
 
2. Tindak Pidana Pengeroyokan 
a. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan 
Pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 
banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa 
adanya batasan jumlah massanya. Penjelasan terkait pengeroyokan 
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sendiri tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
Belanda sebagaimana dikemukakan oleh Van Bemmelen, seringkali 
terjadi perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 141 KUHP Belanda 
(pasal 170 KUHP Indonesia). Perbuatan tersebut dilakukan sebagai 
unjuk rasa (demonstrasi) yang disertai dengan lemparan-lemparan 
batu yang diarahkan ke petugas yang menjaga keamanan.
46
 
Perbuatan yang melanggar perundang-undangan termuat dalam 
pasal 170 KUHP yang berisi: 
1) Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-
lamanya lima tahun enam bulan. 
2) Tersangka dihukum: 
a) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan 
sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya 
itu menyebabkan sesuatu luka. 
b) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun. 
c) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan 
menyebabkan matinya orang.
47
 
Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal 
170 ayat (2) ke 3 dapat terjadi dalam kerusuhan-kerusuhan yang 
sering terjadi dalam masyarakat, sebagai ungkapan dari perasaan-
perasaan yang tidak puas terhadap suatu hal yang melibatkan 
sejumlah orang. Dalam kerusuhan-kerusuhan seperti itu sering kali 
terdapat banyak orang yang melibatkan diri didalamnya, tanpa 
adanya sesuatu unsur schuld (kesalahan) pada diri mereka masing-
masing melainkan hanya terpengaruh oleh seseorang, sehingga cara 
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berpikir mereka itu sebenarnya sudah tidak bersifat otonom lagi. 
Itulah pula sebabnya mengapa pembentuk undang-undang 
memberikan ancaman pidana yang lebih ringan terhadap pelaku-
pelaku yang menghilangkan nyawa orang lain dalam peristiwa-
peristiwa semacam itu dibandingkan dengan ancaman-ancaman 
pidana dalam pasal-pasal KUHP lainnya terhadap pelaku dari tindak 
pidana yang sejenis.
48
 
Namun, perbuatan terdakwa didasarkan pada adanya niat untuk 
melakukan kekerasan terhadap korban secara bersama-sama dan 
tidak dalam kondisi kerusuhan sehingga terdapat unsur kesalahan 
dalam diri terdakwa dalam melakukan kekerasan. Menurut Simons, 
kesalahan adalah keadaan batin yang tertentu dari si pembuat dan 
hubungan antara keadaan batin (dari si pembuat) tersebut dengan 
perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga si pembuat dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
49
 
Sedangkan obyek sasaran yang menjadi inti dari pengertian 
kekerasan dalam Pasal 170 KUHP lebih meluas, tidak hanya 
ditujukan kepada orang tetapi juga barang yang menjadi sasaran 
kekerasan termasuk di dalamnya serta penggunaan alat dalam 
melakukan tindak pidana kekerasan tersebut. Berdasarkan 4 (empat) 
pengertian kekerasan yang diutarakan oleh Thomas Susanto, 
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kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP termasuk kekerasan 
terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun 
beberapa orang melakukan kekerasan secara fisik yang dilakukan di 
tempat yang dapat diketahui atau dilihat oleh publik. 
Kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP secara 
keseluruhan ini menitikberatkan pada seseorang yang melakukan 
suatu perbuatan kekerasan terhadap orang maupun barang bukan 
suatu “ancaman kekerasan” atau mengatakan tentang “kekerasan”. 
Di tempat mana publik mengetahui orang tersebut sedang 
melaksanakan kekerasan tersebut kepada orang lain atau barang 
maka orang tersebut dapat dikenai Pasal 170 KUHP.
50
 
b. Faktor- faktor penyebab terjadinya Pengeroyokan 
Masyarakat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri 
disebabkan karena adanya faktor dorongan yang diberikan oleh 
masyarakat lainnya, menjadikan satu masyarakat kepada  masyarakat 
lainnya menjadi  ikut-ikutan dalam melakukan  aksi  tindakan main 
hakim sendiri tersebut. 
Adanya faktor emosional yang terdapat  didalam  diri  
seseorang, dikarenakan adanya suatu anggapan bahwa tindakan yang  
dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut tercela dan telah 
melanggar hukum.  
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Sikap kurang percaya terhadap hukum yang berlaku,  
dikarenakan adanya proses penegakkan hukum yang tidak baik. 
Seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri itu bisa karena 
mereka mamiliki rasa balas dendam terhadap  pelaku tindak pidana 
tersebut, karena masyarakat yang melakukan tindakan main hakim 
sendiri ini pernah mengalami suatu tindak pidana dan menjadi 
korban dalam tindak  kejahatan. 
51
 
3. Keadilan 
Keadilan menjadi pokok pembicaraan sejak awal munculnya 
filsafat Yunani. Pembicaraan tentang keadilan memiliki cakupan yang 
luas, mulai dari sifat etik, filosofis, hukum sampai pada keadilan sosial. 
Orang berfikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada 
kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki. Namun, tentu saja tidak sama 
penerapannya dalam kehidupan manusia. Kata keadilan dalam bahasa 
inggris adalah “justice”, yang berasal dari latin iustitia. dalam teori 
Aristoteles keadilan adalah sebuah tindakan memberikan sesuatu kepada 
orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya, baik sedikit maupun 
banyak.
52
 
Satjipto Rahardjo menyatakan dalam sejarahnya, perkembangan 
hukum liberal menjadi hukum modern yang berdampak pada keterlibatan 
negara untuk beperan aktif dalam menentukan segala kebijakannya. 
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Redistribusi kekuasaan yang diterima oleh negara yang kemudian 
membuat negara yang dalam sistem peradilannya membuat kewenangan 
untuk mengambil alih peran korban jika terjadi suatu tindak pidana 
dalam masyarakat. Tetapi susunan sistem peradilan pidana saat ini belum 
mampu memberikan rasa keadilan karena tempat korban dan masyarakat 
dalam sistem diambil alih oleh lembaga penuntut umum. Maka dalam hal 
itu masyarakat maupun korban tidak dapat berpartisipasi secara langsung 
dalam penentuan akhir dari suatu penyelesaian tindak pidana.
53
 
Kemudian yang menjadi persoalan sekarang adalah penderitaan 
yang dilakukan oleh pelaku ternyata tidak dapat memulihkan korban 
seperti keadaan semula, karena korban tidak memiliki ruang untuk 
mengutarakan keinginannya. Dalam pandangan keadilan makna tindak 
pidana dasarnya seperti pandangan hukum pidana yang umumnya yaitu 
serangan terhadap individu dan hubungannya dengan masyarakat.
54
 
Dalam konsep perkembangan keadilan restoratif mulai digunakan 
oleh hakim dalam penjatuhan putusan sanksi pidana diluar perkara dalam 
sebuah tindak pidana. Dasar yang dipakai hakim dalam memutuskan 
sesuatu yaitu dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa : “Hakim  
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.55 
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Barda Nawawi Arief menyatakan, merupakan ketentuan bagi 
hakim untuk tidak memidana suatu perbuatan atau yang lebih dikenal 
dengan istilah pemaafan/pengampunan/ pemberian maaf oleh hakim. Jadi 
sekalipun  pelaku memenuhi unsur kesalahan sebagaimana yang 
dirumuskan dalam ketentuan tindak pidana tapi hakim dapat memberikan 
penilaian keadilan terhadap putusan yang akan diberikan pelaku.
56
  
Dalam memberikan penilaian suatu keadilan, dalam putusan 
hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  
a. Ringannya tindak pidana yang dilakukan 
b. Karakter pribadi si terdakwa 
c. Keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan  
d. Nilai-nilai dalam keadilan masyarakat.57 
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam 
1. Tindak Pidana (Jar  mah) 
Istilah  ina yah berasal dari bahasa arab, yang berasal dari kata 
janā-yajnī-janyan-Jina yatan yang berarti adznaba (berbuat dosa). Dalam 
menerangkan makna kata  ina yah, Louis mengatakan bahwa kata janā 
yang artinya melakukan dosa.
58
 
Dari segi bahasa  ari mah mempunyai kandungan arti yang sama 
dengan istilah  ina yah baik dari segi bahasa maupun segi istilah. 
Hukuman had adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah ditentukan 
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oleh Al-quran, Yaitu hukuman ta‟zi>r yang hukuman pelaksanannya 
diserahkan sepenuhnya dengan penguasa. Hukuman ta‟zi>r tidak secara 
definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi bagaimana perbuatan 
Jari>mah terjadi, waktu dan korbannya siapa, lalu sanksi apa yang 
pantas dikenakan oleh pelaku.
59
 
a. Unsur-unsur Jari>mah 
Secara singkat bisa dijelaskan, bahwa suatu perbutan dianggap 
delik (Jari>mah) yang terpenuhi syarat dan rukun. Rukun Jari>mah 
dikategorikan menjadi dua yaitu : rukun umum, artinya unsur-unsur 
harus terpenuhi pada setiap Jari>mah.. Unsur khusus yaitu unsur-unsur 
yang harus terpenuhi terhadap Jari>mah. 
Unsur umum Jari>mah itu, seperti yang telah dikemukakan diatas, terdiri 
dari: 
1) Unsur Formil 
Unsur formil yaitu setiap perbuatan yang tidak dianggap 
melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada Al-
quran dan undang-undang yang mengaturnya. Dalam syariat Islam 
lebih dikenal dengan istilah ar-rukn asy-syari‟. Kaidah yang 
mengandung unsur ini adalah tidak ada perbuatan yang dianggap 
melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali 
adanya ketentuan Al-Quran.
60
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2) Unsur Materiil yaitu tingkah laku seseorang yang membentuk jari mah, 
baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam 
hukum pidana Islam disebut ar-rukn al-māddi 
3) Unsur moral yaitu pelaku jari>mah adalah orang yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana terhadap jari>mah yang dilakukannya.61 
Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan ar-rukn al-adabi. Haliman 
dalam disertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak 
pidana dapat salahkan dan dapat disesalkan,artinya bukan orang gila, 
bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.
62 
Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan 
terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji 
persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana 
terjadi. Unsur-
unsur
 umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan 
terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji 
persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa 
terjadi.
63
 
b. Macam-macam Jarimah 
Jari>mah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-
perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia 
karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran danjalan yang lurus 
(agama), sedangkan pengertian jari>mah menurut istilah adalah 
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perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang diancaman dengan 
hukuman atau ta‟zi r.64 
1)  ari mah Hudu>d 
Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa kata hudu>d adalah 
bentuk jamak dari kata haddu yang berarti sesuatu yang menjadi 
penghalang atas dua benda. Secara bahasa hudu>d berarti 
pencegahan.
65
 
Kejahatan hudu>d merupakan kejahatan yang telah ditetapkan 
oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan hukumannya telah diatur di 
dalam Al-Quran sebagai ketetapan Allah SWT yang harus ditaati dan 
dipatuhi. Kejahatan hudud tidak dapat diubah dan hukumannya pun 
tidak dapat dikurangi atau dilebihkan dengan alasan apapun karena 
merupakan ketetapan Allah SWT dan Hak Allah SWT.
66
 
Jari>mah hudu>d dibagi menjadi tujuh macam yaitu, Zina, 
qadzaf (menuduh zina), sirqah (pencurian), syirbul khomer 
(minuman keras), hirabah (perampokan), riddah (murtad), dan al-
baghyu (makar/pemberontak).  
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Sedangkan menurut Imam Hanafi, jari>mah yang telah 
ditetapkan dalam Al-quran tentang hudu>d hanya ada lima, yaitu: 
Zina, Sari>qah (Pencurian), Syirbul khamr, qath‟u thari q 
(perampokan), qadzaf (menuduh berzina).
67
 
Unsur khusus jari>mah adalah unsur yang hanya terdapat pada 
jari>mah tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis 
jari>mah yang satu dengan jenis jari>mah yang lainnya.
68
 Menurut 
para fuqaha tindak pidana selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap 
perbuatan yang mengenai badan seseorang, namun tidak 
mengakibatkan kematian.
69
 
2) Jari>mah Qi>sas Diyat 
Secara epistimologis, qisa>s berarti mengikuti atau menelusuri 
Secara terminologi qisa>s diartikan sebagai tindakan (sanksi hukum) 
kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku 
terhadap korban.
70
 jari>mah qisa>s-diyat ialah perbuatan-perbuatan 
yang diancam dengan hukuman qiṣa>ṣ atau hukuman diyat, baik 
yang dimaksudkan sebagai pengganti, maupun sebagai bentuk 
hukuman tambahan sebagaimana khilafiyah yang terjadi di kalangan 
ulama tafsir. Baik qisa>ṣ maupun diyat merupakan hukuman yang 
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jelas ketentuannya secara hukum, dan tidak mempunyai batas 
hukuman tertinggi maupun terendah. Akan tetapi hukuman terhadap 
qiṣa>ṣ-diyat ini dalam penentuan sanksinya diserahkan kepada 
perseorangan, dengan pengertian bahwa si keluarga korban bisa 
memaafkan si pelaku, dan apa bila dimaafkan, maka hukuman 
tersebut menjadi diyat. 
Tindakan yang tergolong dalam jari>mah qiṣa>ṣ -diyat ini antara 
lain:  
a) Pembunuhan sengaja (al-qathlu al-„amdi) yaitu perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh 
orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak 
untuk membunuh. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan 
sengaja yaitu korban yang dibunuh adalah manusia yang 
hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, pelaku 
tersebut menghendaki terjadinya kematian. 
71
 
b) Pembunuhan semi sengaja (al-qathlu syibh al-„amdi) yaitu 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi 
tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. 
Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan semi 
sengaja adalah adanya perbuatan dari pelaku yang 
mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam 
                                                          
71
 Ahmad Wardi muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 141. 
41 
 
41 
 
melakukan perbuatan, kematian adalah akibat perbuatan 
pelaku. 
c) Pembunuhan tidak sengaja (al-qathlu al-khata‟) yaitu 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada 
unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal 
dunia. Abdul Qadir Al Audah mengemukakan ada tiga unsur 
dalam pembunuhan tidak sengaja, yaitu adanya perbuatan yang 
mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi 
karena kesalahan pelaku, antara perbuatan kekeliruan dan 
kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.
72
 
d) Penganiayaan Disengaja (Jari>mah Al-Jarh Al-Amd) adalah 
setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan 
dengan maksud melawan hukum. 
e) Penganiayaan tidak sengaja adalah suatu perbuatan dimana 
pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada 
maksud melawan hukum. Unsur-unsur dari penganiayaan tidak 
disengaja adalahperbuatannya disengaja tetapi tidak ada 
niatmelawan hukum.
73
 
3) Jari>mah ta’zi>>>r 
Jari>mah  ta‟zi>r menurut bahasa atau masdar (kata dasar) 
bagi „azara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, berarti 
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menguatkan, memuliakan, membantu. Pengertian ta‟zi>r yaitu 
bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya 
oleh syara‟ dan penentuan hukumnya menjadi kekuasaan hakim.74 
Fuquha mengartikan ta‟zi>r dengan Hukuman yang tidak ditentukan 
oleh Al-Quran dan hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang 
melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk 
memberikan pelajaran kepada si terhukum agar tidak mengulanginya 
kembali.  
Ulama membagi Jari>mah ta‟zi>r menjadi dua bagian yaitu, 
Jari>mah yang berkaitan dengan hak Allah dan Jari>mah yang 
berkaitan dengan hak perorangan. Hak Allah yaitu sesuatu yang 
berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misal membuat kerusakan 
dimuka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan 
dan tidak taat kepada Ulul Amri.
75
 
2. Pertanggungjawaban Pidana 
a. Pengertian pertanggungjawaban pidana 
Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai bentuk 
pembebanan kepada seseorang akibat perbuatan yang dilarang atau 
tidak berbuat yang seharusnya dikerjakan dengan kemauan sendiri 
dan ia tahu akan akibat-akibat dari berbuat atau tidak berbuat.
76
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Dapat disimpulkan bahwa dalam syariat (hukum) Islam 
pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal:  
1) Adanya perbuatan yang dilarang 
2) Perbuatan itu dikerjakan kemauan sendiri  
3) Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu. 
Apabila ketiga hal tersebut diatas, maka pertanggungjawaban 
itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan 
pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum 
mencapai umur balig atau orang yang dipaksakan untuk melakukan 
perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.
77
 
Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggungjawaban 
pidana adalah dikarenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-
pelanggaran) yaitu meninggalkan yang disuruh/ di wajibkan oleh 
syara‟ jadi sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan 
kejahatan apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada 
pertanggungjawaban pidana.
78
 Syariat Islam memberikan ketentuan 
bahan pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi manusia yang 
masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus 
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dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada 
orang lain. 
Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Q.S An-Najm 
ayat 39 : 
                                  
 
Artinya : Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 
selain apa yang telah diusahakannya.
79
 
 
Suatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan 
masyarakat jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini :, 
pertama, Hukuman mempunyai daya kerja yang cukup sehingga bisa 
menahan seseorang untuk tidak menghalangi perbuatannya. kedua, 
Hukuman tersebut  mempunyai daya bagi orang lain, sehingga ketika 
ia memikirkan perbuatan jari>mah, terpikir olehnya bahwa 
hukuman  akan menimpanya terlalu besar daripada keuntungan yang 
di perolehnya. Ketiga, Adanya persesuaiannya antara hukuman 
dengan jari>mah yang di perbuat. Keempat Ketentuan hukuman 
bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang berlaku 
jari>mah tanpa memandang pangkat, keturunan atau pertimbangan 
lain.
80
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b. Faktor pertanggungjawaban pidana 
Perbuatan melawan hukum itu sendiri bertingkat-tingkat maka 
pertanggungjawabannya sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan 
hukum. Tingkatan tersebut disebabkan oleh kejahatan seseorang 
yang erat kaitannya dengan niatnya.
81
 
Tingkatan pertanggungjawaban pidana itu : 
1) Sengaja dalam pengertian yang umum ialah pelaku tindak 
pidana berniat melakukan perbuatan melawan hukum atau 
perbuatan yang dilarang. Orang yang meminum-minuman 
keras, mencuri, sedangkan dengan perbuatannya itu diniati dan 
benar-benar dilakukannya dengan sengaja. Begitu pula dengan 
tindak pidana penganiayaan yang dengan sengaja dilakukannya 
serta dikehendaki akibatnya berupa kematian korban, maka 
baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.
82
 
2) Menyerupai sengaja Pengertian Syibhul Amdi adalah 
dilakukan perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, 
tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam 
pertanggungjawabannya menyerupai sengaja benda dibawah 
sengaja. 
3) Keliru adalah terjadinya suatu perbuatan diluar kehendak 
pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, 
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perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang 
hati-hatinya. Kekeliruan ini ada dua macam.Keliru dalam 
perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, 
tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang. Keliru 
dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak 
seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi 
setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.
83
 
3. Jari>mah Pembunuhan 
Pembunuhan diartikan oleh ulama sebagai suatu perbuatan manusia 
yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut ulama 
Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi 3 
macam yaitu: pembunuhan sengaja, yaitu suatu perbuatan penganiayaan 
seseorang dengan maksud menghilangkan  nyawanya, pembunuhan semi 
sengaja, yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan 
maksud untuk membunuhnya, tetapi menghilangkan nyawa seseorang, 
pembunuhan karena kesalahan yaitu pembunuhan yang disebabkan salah 
dalam perbuatan maksud dan kelalaian.
84
 
Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan yaitu 
pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mnghilangkan kehidupan 
yakni menghilangkan nyawa manusia sebab perbuatan manusia lain. Dari 
definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah 
perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya 
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nyawa korban, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun 
tidak disengaja.
85
 
a. Macam-macam pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam  
Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan 
secara sengaja dengan niat benar-benar ingin menghilangkan nyawa 
dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. 
Syarat pembunuhan sengaja adalah pelaku mukallaf dan berakal, ada 
niat d rencana membunuh, korban adalah yang dilindungi darahnya 
dan alat yang digunakan pada umumnya dapat mematikan.  
Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan 
secara sengaja terhadap korban, tetapi tidak disertai niat untuk 
membunuh. Syarat pembunuhan semi sengaja adalah pelaku 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, ada maksud 
penganiayaan atau kerusakan, sikorban darahnya dilindungi dan alat 
yang digunakan tidak mematikan. 
Jika ada yang meninggal akibat perbuatan tersebut, dinamakan 
pembunuhan semi kesengajaan. Disebut demikian, karena 
pembunuhan itu diragukan antara kesengajaan dan kesalahan, 
mengingat secara prinsip pemukulan itu tidak dimaksudkan untuk 
membunuh.  
Ada tiga unsur dalam pembunuhan semi sengaja: 
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a. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan 
kematian 
b. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan 
c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan 
kematian korban. 
Perbuatan yang mengakibatkan kematian tidak ditentukan 
bentuknya, bisa berupa pemukulan, pelukan, penusukan dan 
sebagainya. Disyaratkan korban adalah orang yang terpelihara 
darahnya. Terhadap pembunuhan semi sengaja, diterapkan prinsip 
prinsip hukum dalam pembunuhan sengaja, seperti perbuatan 
langsung, perbuatan tidak langsung (sebab dan syarat), dan segala 
pertanggungjawabannya, pembunuhan massal, prinsip tamalu‟ dan 
prinsip tawafuq. 
Dalam hal unsur kedua, persyaratan kesengajaan peaku 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak niat 
membunuh korban adalah satu-satunya perbedaan antara 
pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja. Dalam 
pembunuhan sengaja, si pelaku memang sengaja melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan, dalam 
pembunuhan semi sengaja, pelaku tidak bermaksud melakukan 
pembunuhan, sekalipun ia melakukan ia melakukan penganiayaan.  
Sehubungan dengan unsur ketiga, disyaratkan adanya 
hubungan sebab akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu 
49 
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penganiayaan, yaitu penganiayaan itu menyebabkan kematian 
korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa 
kematiaannya. Jadi, tidak dibedakan antara kematian korban itu 
seketika dengan kematian yang tidak terjadi seketika. Apabila tidak 
ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian, maka 
si pelaku hanya bertanggung jawab atas pelukaan atau penganiayaan 
lainnya. Dalam masalah ini mengingat banyak sebab yang dapat 
mengakibatkan kematian, maka dianut teori sebab. 
Pembunuhan karena kesalahan (Qatl al-khata) adalah 
pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam 
maksut dan kelalaian. Syarat terjadinya pembunuhan karena 
kesalahan atau kelalaian pelaku, adanya hubungan sebab akibat 
antara kekeliruan dan kematian.
86
 
Dari ketiga macam definisi pembunuhan diatas, dapt 
disimpulkan bahwa sengaja tidaknya pembunuhan dilakukan 
tergantung niat si pembunuh. Jika si pembunuh berniat membunuh, 
walaupun dengan alat yang pada umumnya dapat mematikan, tetapi 
tidak disertai niat untuk membunuh, termasuk pembunuhan tidak 
sengaja. 
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4. Sanksi Hukuman Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian 
Menurut Hukum Pidana Islam 
Dalam Hukum pidana Islam berbeda dengan hukum positif, 
Adapun hukum Islam kata pengeroyokan diartikan Melukai/ 
penganiayaan (Jina>yah terhadap selain jiwa). Penganiayaan dalam 
istilah delik dalam hukum pidana positif sama dengan istilah jari>mah 
dalam hukum Islam. Jari>mah mempunyai arti larangan syara‟ yang 
diancam dengan hukuman had, qisa>s , atau ta‟zi>r.87 dalam fiqh 
jinayah sanksi qisa>s ada dua macam, yang pertama qisa>s melakukan 
jarimah pembunuhan dan kedua qisa>s melakukan Jari>mah 
penganiayaan. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi 
tiga kategori : 
a) Pembunuhan Sengaja 
b) Pembunuhan Semi Sengaja 
c) Pembunuhan Kesalahan. 
Penganiayaan
 yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu 
orang maka mereka semuanya terkena hukuman diyat  baik jumlah 
mereka banyak ataupun sedikit, meskipun di antara mereka tidak 
melakukan penganiayaan secara langsung, bagi sekelompok orang yang 
melakukan penganiayaan terhadap seseorang dengan memakai senjata 
alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk 
membunuh seperti besi, pedang tombak, dll hingga seseorang tersebut 
                                                          
87
 A. Hanafi, Asas - asas Hukum Pidana ...., hlm. 9. 
51 
 
51 
 
meninggal maka semua orang yang memukul dihukum sebagai 
penganiayaan dan setiap mereka dihukum diyat. 
Hukuman bagi pembunuhan semi sengaja adalah tidak wajib qisash 
hanya diwajibkan membayar diyat yang berat atau keluarga pembunuh 
dalam kasus tersebut haramlah untuk menghukum qisa>s. Mengingat 
ketidaksengajaan seseorang membunuh atau menghilangkan nyawa 
orang lain. Hukuman pokok pada pembunuhan semi sengaja adalah diyat 
dan kaffarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta‟zi>r 
dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan 
wasiat. Adapun dasar bahwa diyat sebagai hukuman pokok yaitu: 
Adapun jenis-jenis diyat untuk pembunuhan semi sengaja sama 
dengan jenis diyat pembunuhan sengaja, yaitu menurut imam Syafi‟i 
adalah unta, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah, Unta, 
emas dan perak sebagaimana dijelaskan di depan. Waktu pembayaran 
diyat tersebut adalah tiga tahun sejak meninggalnya korban menurut 
Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah 
adalah mulai dijatuhkannya vonis atas pembunuh.  
Sanksi hukuman diyat berat yang diberlakukan terhadap pelaku 
pembunuhan semi sengaja terdapat dalam firman Allah berikut : 
Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa  : 92 
 َْأ ٍٓ ِ ْؤ ُّ ٌِ  َْ بَو ب َِ َٚ ٍَخٕ ِ ْؤ ُِّ  ٍخَجَلَس ُش٠ِشَْحتَف بًٔـَطَخ ًبٕ ِ ْؤ ُِ  ًَ َتَل ٓ َِ َٚ   بًٔـَطَخ َّلاِإ ًبٕ ِ ْؤ ُِ  ًَ ُتَْم٠
 َف ٌٓ ِ ْؤ ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  ُْ ُىٌَّ ٍ ّٚ ُذَع ٍَ ْٛ َل ٓ ِ  َْ بَو ِْئَف  ۟اُٛلَّذ َّصَ٠ َْأ َٰٓ َّلاِإ َۦٰٓ ِٗ ٍِ ْ٘ َ أ َٰٓ  ٝ ٌَِإ ٌخ َّ ٍََّغ ُِّ  ٌخَ٠ِد َٚ ُش٠ِشَْحت
َٕ ِ ْؤ ُِّ  ٍخَجَلَس ٍَخَجلَس ُش٠ِشَْحت َٚ  ِٗۦ ٍِ ْ٘ َ أ َٰٓ  ٝ ٌَِإ ٌخ َّ ٍََّغ ُِّ  ٌخَ٠َِذف ٌك
 ََ١ ِّ  ُ ُٙ َٕ١َْث َٚ  ُْ َُىٕ١َْث ٍٍَۭ ْٛ َل ٓ ِ  َْ بَو ِْإ َٚ  ۖ ٍخ
١ِىَح ب ًّ ١ٍِ َع ُ َّللَّٱ َْ بَو َٚ  ۗ ِ َّللَّٱ َٓ ِّ  ًَخث ْٛ َت ِٓ ١َِْعثَبَتت ُِ  ِٓ ٠َْش ْٙ َش َُ َب١ِصَف ْذَِج٠ ُْ ٌَّ ٓ َّ َف ۖ ٍخَٕ ِ ْؤ ُِّب ًّ  
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Artinya : 
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa 
membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia 
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat 
yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka 
(keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) 
yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka 
(hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang 
beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si 
pembunuh).
88
 
Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan qisa>s di antara kewajiban 
yang harus dilakukan pelaku pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan 
yang menyebabkan qisa>s hanya pembunuhan yang disengaja („amd). 
Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, dendanya adalah diyat besar 
yaitu seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor untan betina umur 3 
tahun masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk 
lima tahun dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Diwajibkan denda 
berat karena sebagai ganti hukum bunuh (qisa>s) yang dimaafkan pada 
pembunuhan semi sengaja,denda dalam pembunuhan semi sengaja ini 
wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam waktu selama tiga tahun, 
tiap tiap tahun wajib di bayar sepertiga.
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5. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Untuk melaksanakan  hukum pidana, diperlukan cara yang harus 
ditempuh agar hukum tersebut bisa ditegakkan. Cara itu disebut sebagai 
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hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan 
tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu 
pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dari putusan 
pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana 
telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakab itu dapat 
dipersalahkan.
90
 
Hakim sebagai pengambil keputusan pada suatu perkara memiliki 
suatu resiko yang berat. Jika terjadi pada putusan hakim maka orang yang 
tidak bersalah akan terbebaskan. Oleh karena itu pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan harus memenuhi unsur delik yang menjadi 
dasar bahwa seseorang dianggap bersalah melakukan tindak pidana. 
Adapun alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana sesuai 
dengan rumusan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya minimum alat 
bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan hakim akan kesalahan 
terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan. Tujuan Undang-undang 
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mengatur demikian adalah  untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan 
dan kepastian hukum bagi seseorang. Maksud sekurang-kurangnya dan 
alat bukti yang sah adalah minimal dua alat bukti dari lima alat bukti 
menurut KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti 
yang sah yaitu: 
1. Keterangan Saksi 
Alat bukti keterangan saksi diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP 
yang memberi definisi keterangan saksi adalah salah satu alat bukti 
dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai 
suaru peristwa yang dia lihat dan alami sendiri. 
2. Keterangan Ahli 
Alat bukti keterangan ahli diatur dalam pasal 1 angka 28 KUHAP 
yang memberikan definisi keterangan ahli adalah keterangan yang 
diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal 
yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkaea pidana guna 
kepentingan pemeriksaan. 
3. Surat  
Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, pasal tersebut terdiri 
dari 4 ayat :
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a. Berita acara dan surat lain dalam  bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat  dihadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
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didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. 
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan 
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. 
c. Surat keteranan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang 
diminta secara resmi daripadanya. 
d. Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi 
dari alat pembuktian yang lain. 
e. Petunjuk 
Alat  bukti petunjuk diatur alam pasal 188 ayat (1) KUHAP yang 
memberi definisi petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau 
keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan 
yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
Dalam menjatuhkan putusan Pengadilan, hakim mempunyai 
pertimbangan yang tidak hanya dipengaruhi hal-hal tersebut diatas, 
melainkan ada beberapa faktor lain yaitu sebagai berikut 
1. Faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan 
pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan 
yang memberatkan. Pertimbangan tersebut terletak dalam pasal 27 
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ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan 
ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan 
jahatnya dari tertuduh. 
Adapun hal-hal yang memperingan dan memperberat pidana yang 
tercantum pada pasal 134 (113) dan pasal 136 (115) naskah rancangan 
KUHP baru yaitu sebagai berikut : 
a. Pidana peringan 
1) Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana 
2) Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana 
3) Seseorang yang sukarela menyerahkan diri kepada yang 
berwajib setelah melakukan tindak pidana 
4) Seseorang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa 
yang bebas sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan 
pribadi atau keluarganya. 
5) Seseorang melakukan tindak pidana akan tetapi kurang dapat 
dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, 
penyakit jiwa atau keterbelakangan mental. 
b. Pidana diperberat  
1) Pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatan khusus 
diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak 
pidana menggunakan kekuasaan, kesemapatan atau upaya yang 
diberikan kepadanya. 
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2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan 
menyalahgunakan bendera kebangsan, lagu kebangsaan, atau 
lambang Negara. 
3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, 
bersama-sama atau dengan kekerasan dengan cara yang keam 
atau dengan berencana. 
4) Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak 
dibawah umur.
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2. Faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, 
kiranya rumusan pasal 58 (pasal 52) naskah rancangan KUHP 
(baru) hasil penyempurnaan Tim intern Departemen Kehakiman, 
disebutkan bahwa penjatuhan pidana wajib mempertimbangkan 
hal hal berikut: 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana  
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 
c. Cara melakukan tindak pidana 
d. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak 
pidana. 
f. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak 
pidana. 
g. Apakah tindak dilakukan dengan berencana. 
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3. Faktor yang harus diperhatikan hakim untuk menjamin 
objektivitas tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian 
hukum. Hakim harus menjaga tertib persidangan, menguasai 
hukum materiil, menjaga hak-hak terdakwa menguasai hukum 
acara. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum di hidup 
di masyarakat.
93
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BAB III 
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI NOMOR 163/Pid.B/2015  
TENTANG PENGEROYOKAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Boyolali  
1. Sejarah Pengadilan Negeri Boyolali 
Pengadilan Negeri Boyolali merupakan lembaga penyelenggaraan 
kekuasaan Negara di bidang Yudikatif/kekuasaan kehakiman di wilayah 
Kabupaten Boyolali. Kedudukannya sejajar dengan penyelenggara 
kekuasaan Negara di bidang Eksekutif dan bidang Legislatif. 
Dahulu Pegadilan Negeri Boyolali masih menjadi satu dengan 
Pengadilan Negeri Surakarta, sedang persidangan tetap di Boyolali (di 
Gedung Jl. Pandanaran No. 167). Gedung tersebut adalah peninggalan 
Belanda/kuno. Gedung tersebut masih menjadi satu dengan Kejaksaan 
dan Kantor pos. Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Boyolali maka 
dirasa perlu adanya kantor Pengadilan di Boyolali. Pada tahun 1955 
mulai dirintis berdirinya kantor Pengadilan Negeri Boyolali dengan 
status persiapan atau sementara. Setelah tahun berjalan Pengadilan 
Negeri Boyolali semakinramai dengan pimpinan yang dijabat oleh bapak 
Sudjadi, SH (1959-1965). 
Pada tahun 1985 telah terlaksana pengadaan tanah seluas 4500    
yang terletak di Mojosongo, Boyolali. Pada tahun 1988 telah terlaksana 
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pembangunan gedung seluas 628    yang terletak di Mojosongo 
Boyolali. Selesai pembangunannya pada tahun 27 Mei 1989.
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2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Boyolali 
a. Visi 
Mewujudkan Pengadilan Negeri Boyolali yang Agung. 
b. Misi : 
1) Memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi semua lapisan 
masyarakat. 
2) Memberikan akses publik seluas-luasnya tentang informasi demi 
terwujudnya transparasi Pengadilan. 
3) Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana cepat 
dan dengan biaya ringan. 
4) Mewujudkan putusan/ penetapan yang memenuhi rasa keadilan, 
kepastian hukum dan dapat dilaksanakan. 
5) Menciptakan aparatur pengadilan Negeri Boyolali yang jujur, 
bersih dan bewibawa.
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B. Deskripsi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali 
Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang berakibat Kematian 
(Putusan Nomor 163/Pid.B/PN Byl.) 
1. Deskripsi Perkara Nomor 163/Pid.B/PN Byl Tentang Tindak 
Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian 
Disini penulis akan menguraikan kronologi dalam kasus tindak 
pidana pengeroyokan yang berakibat kematian dalam putusan Nomor 
163/Pid.B/PN Byl) yang dilakukan oleh terdakwa Taufik Ismail 
bersama rekan-rekannya yaitu terdakwa Syamsul Bahri, Agus 
Renaldy, Adik Nur Cahyadi, Muhammad Mudhakir, dan Eko Ady 
Saputro pada hari Jum‟at tanggal 11 September 2015, bertempat di 
Jalan Kampung Dk. Glagah Ombo, Blumbang, Klego atau setidak-
tidaknya masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, 
terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menganiaya korban 
Edi Susanto hingga menyebakan korban meninggal dunia yang 
dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :
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Pada mulanya orangtua terdakwa Taufik Ismail kehilangan 
televisi dan sejumlah uang Rp. 1.800.000,- pada hari Sabtu tanggal 05 
September 2015, ketika terdakwa Taufik Ismail mengetahui hal 
tersebut terdakwa berencana pulang, dan meminjam senjata air soft 
gun milik saksi Kukun Wihardono, dan dibawa ke Boyolali. 
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Saat dirumah terdakwa Taufik Ismail mendengar langsung dari 
terdakwa Muhammad Mudhakir yang dicurigai adalah bukan orang 
jauh yaitu, Saksi Muhammad Syaiful Anwar, Kemudian pada hari 
jum‟at tanggal 11 September 2015, terdakwa Taufik Ismail dan 
Samsul Bahri datang ke rumah Agus Renaldy, dengan menggunakan 
sepeda motor Vario Nopol AD 2874 ZW, dan bertemu dengan Adik 
Nur Cahyadi yang naik sepeda motor Yamaha Vino Nopol AD 5944 
W, setelah itu mereka bersama sama kerumah Terdakwa Agus 
Renaldy, kemudian membicarakan peristiwa tersebut. Setelah 
perbincangan selesai, para terdakwa menjalankan masing masing 
tugasnya. Taufik Ismail menyuruh terdakwa Syamsul Bahri dan 
terdakwa Adik Nur Cahyadi, menjemput Saksi Muhammad Syaiful 
Anwar, menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol AD 2874 
ZW, sedangkan terdakwa Agus Renaldy meminjam mobil rental milik 
Hari Susilo dengan Plat Mobil APV Nomor B-1653-SVC warna hitam 
menjemput kembali terdakwa Taufik Ismail lalu pergi menuju 
lapangan kedunglengkong menunggu Saksi Muhammad Syaiful 
Anwar.
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Selanjutnya terdakwa Eko Ady Saputro berboncengan dengan 
Muhammad Syaiful Anwar, hingga kemudian datang menuju 
Lapangan Kedunglengkong dan bertemu dengan Taufik Ismail dan 
langsung menarik saksi Muhammad Syaiful Anwar ke dalam Mobil 
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APV melaju ke arah Dk. Tlondan, yang diikuti oleh terdakwa Eko 
Ady Saputro dan terdakwa Samsul Bahri yang masing masing 
mengendarai sepeda motor. Selama dalam mobil saksi Muhammad 
Syaiful Anwar ditanyai perihal Televisi dan sejumlah uang Rp. 
1.800.000, ketika sampai di Dk. Tlondan, Desa Kedunglengkong, 
Boyolali terdakwa Taufik Ismail dan terdakwa Agus Renaldy kembali 
menanyai Saksi Muhammad Syaiful Anwar, tetapi tidak mengaku, 
hingga terjadi kekerasan dan terdakwa taufik Ismail menodongkan 
pistol dan melakukan pengancaman terhadap Saksi Muhammad 
Syaiful Anwar sehingga terdakwa merasa ketakutan dan terancam 
jiwanya, akhirnya saksi menyebut Bahwa yang melakukan adalah Edi 
Susanto.
98
 
Setelah saksi menyebutkan nama Edi Susanto, lalu para 
terdakwa mencari Korban dan menitipkan sepeda motor ke rumah 
Agus Renaldy, mencari ke rumah korban tetapi ditemui, saat mobil 
melaju ke arah Simo bertemu dengan Korban Edi Susanto yang 
berboncengan dengan ayahnya (Saksi Toyani), lalu korban ditarik 
oleh terdakwa Taufik Ismail dan Adik Nur Cahyadi menuju mobil 
tersebut. Selama di dalam mobil korban di tanyai perihal televisi oleh 
para terdakwa tetapi korban menjawab tidak mengetahui hal tersebut. 
Lalu terdakwa Adik Nur Cahyadi dan Syamsul Bahri memukul secara 
bergantian, setelah itu korban Taufik Ismail kembali menanyai hal 
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tersebut tetapi tetap tidak ada hasil, lalu Taufik Ismail menodongkan 
Pistol tepat di kepala korban bersamaan itu para terdakwa memukul 
menendang korban Edy Susanto. 
Setelah mobil berhenti lalu terdakwa menarik korban untuk 
keluar dari mobil, dan korban di dipukul dibagian muka, selanjutnya 
terdakwa Taufik Ismail kembali menodongkan pistol dengan 
mencengkeram mulut korban dan memaksa korban untuk mengakui 
perbuatannya. Setelah itu terdakwa Syamsul Bahri melepas baju 
korban, pada saat terdakwa mencengkeram leher bawah korban, 
terdakwa terus menanyai korban perihal peristiwa pencurian. Namun 
karena korban tidak menjawab bahwa yang mencuri adalah korban, 
lalu terdakwa kesal dengan korban dan ada salah satu  terdakwa bilang 
untuk mencari bensin, dan setelah bensin dicari lalu di siramkan ke 
seluruh badan korban, lalu terdakwa mengambil korek api untuk 
menakut-nakuti korban, tetapi korek api tersebut dinyalakan oleh 
terdakwa dan seluruh badan korban terbakar. Lalu korban lari menuju 
sungai, dan dibantu oleh para terdakwa, setelah itu dilarikan ke 
Rumah Sakit karanggede untuk mendapatkan perawatan.
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Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami sakit 
dan sempat dirawat di RS Karanggede, pada tanggal 17 September 
2015, kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Asy-Syifa tertanggal 
14 Oktober 2015, setelah tidak ada hasil lalu korban dirujuk lagi ke 
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Rumah Sakit Islam Surakarta tertanggal 25 September 2015. Hingga 
akhirnya korban meninggal dunia pada hari Minggu, 04 Oktober 2015 
di Rumah Sakit Islam Surakarta berdasarkan surat kematian 
No:474.3/25/ X / 2015 dan di tandatangani oleh Tri Haryanto, SHI. 
MH selaku Kepala Desa Blagung. 
2. Keterangan Saksi 
a. Saksi Muhammad Syaiful Anwar, Pada intinya saksi menyatakan 
adanya peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum‟at 
15 September 2015, dijalan Raya Simo-Klego, Kampung Glagah 
Ombo, Blumbang, Klego, Boyolali, kejadian bermula saat saksi 
pulang sekolah dijemput oleh terdakwa Adik Nur Cahyadi dan 
Agus Renaldy yang dibawa ke lapangan Kedunglengkong, dan 
disana sudah ada terdakwa Syamsul Bahri, Taufik Ismail, dan 
Agus Renaldy. Saksi dibawa masuk ke dalam mobil APV warna 
hitam, selama perjalanan saksi ditanyai perihal televisi dan 
sejumlah uang yang hilang di rumah orang tua terdakwa Taufik 
ismail, ketika Muhammad Syaiful Anwar bilang tidak mengetahui 
kejadian tersebut, lalu para terdakwa melakukan kekerasan dan 
pengancaman hingga saksi bilang bahwa yang melakukan korban 
Edi Susanto, saksi mengetahui bahawa yang menyiram bensin 
tesebut adalah terdakwa Agus Renaldy, setahu saksi terdakwa 
lainnya tidak ikut menyiram hanya mengelilingi korban. Saksi 
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tidak mengetahui  pasti siapa yang membakar tersebut, saksi 
mengetahui setelah dibawa ke Rumah Sakit Karanggede.
100
 
b. Saksi Kukun Wihardono yang pada intinya saksi menyatakan, 
saksi dalam hal ini bertugas sebagai Polisi Sabhara di Wonogiri, 
dalam perkara ini hubungan saksi dalam perkara ini adalah tentang 
barang bukti senjata Air Soft Gun merk RCF Nomor 15A07124 
yang dipinjam oleh terdakwa Taufik Ismail. Terdakwa meminjam 
senjata tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 
pukul 18.00 diasrama tempat saksi tingggal. Saksi kurang 
mengetahui untuk apa air soft gun dipinjam, saksi meminjamkan 
senjata tersebut baru pertama kali. Saksi mengetahui kasus 
penganiayaa tersebut, dari kantor yang dipakai untuk menganiaya 
di Boyolali.  
c. Saksi Toyani yang pada intinya saksi menyatakan, Bahwa saksi 
adalah ayah korban Edi Susanto, mulanya saksi tidak mengetahui 
asal usul permasalahan tersebut, yang saksi ketahui adalah saksi di 
berhentikan oleh terdakwa dan membawa masuk anaknya kedalam 
mobil APV warna hitam, setelah kejadian tersebut, korban Edi 
Susanto tidak pulang kerumah hingga pukul 19.30, setelah itu 
saksi datang ke polsek Klego dan bertemu dengan Pak Darmadi, 
dan menanyakan anaknya namun pak darmadi bilang “nanti tahu 
sendiri setelah anaknya pulang kerumah”. 
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Sekiranya pukul 22.00, terdakwa datang kerumah saksi 
untuk memberitahukan keadaan Edi Susanto dirumah sakit. Saksi 
melihat anaknya terbaring dirumah sakit, dengan luka bakar 
disekujur tubuh dan masih bisa bernafas. Karena tidak ada 
tindakan dari rumah sakit Karanggede, korban dirujuk ke Rumah 
sakit Asyifa Sambi, namun tidak bisa menangani, lalu dirujuk 
kerumah sakit Yarsis Surakata, hingga akhirnya anaknya 
meninggal. Selama berada dirumah sakit yang menanggung biaya 
rumah sakit adalah para terdakwa.  
Selama di Rumah Sakit korban Edi Susanto masih bisa 
bercerita kepada saksi Toyani, bahwa saksi dihajar, ditodong, dan 
kalau tidak mengaku katanya akan dimasukkan disungai, agar 
mayatnya tidak ada yang mengetahui. Sebelum korban 
meninggal, korban berpesan kepada ayahnya, bahwa Eko Ady 
Saputro tidak ikut serta melakukan penganiayaan, sehingga jika 
dihukum, hukumannya diperingan, Bahwa sudah ada ucapan duka 
cira dan pemberian uang duka sebesar 5.500.000 yang diberikan 2 
(dua) hari setelah korban meninggal dunia.
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d. Saksi Triwiyanto, pada intinya saksi menyatakan, pada hari Jum‟at 
tanggal 1 September 2015 sekiranya pukul 11.30, saksi melihat 
terdakwa Muhammad Mudhakir dan Eko Ady Saputro, datang 
kewarung mbak Ti dan mmbeli bensin dan yang melayani 
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penjualan bensin di warung milik mbak Ti adalah saksi sendiri, 
karena kebetulan mbak pemilik warung tidak ada di warung dan 
saksi bekerja dibengkel motor dekat tempat kejadian, saksi tidak 
mengetahui tujuan terdakwa membeli bensin, saksi berfikir untuk 
mengisi bensin disepeda motor, dan botol tersebut tidak 
dikembalikan.
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e. Saksi Korban Edi Susanto, pada intinya saksi menerangkan 
sebelum meninggal telah memberi keterangan di BAP dan sudah 
disumpah sesuai agamanya. Korban mengetahui,  yang melakukan 
penganiayaan terhadap korban sendiri adalah Syamsul Bahri, Agus 
Renaldy, Taufik Ismail dan Adik Nur Cahyadi. Kejadian tersebut 
terjadi pada hari Jum‟at 15 September 2015, dijalan Raya Simo-
Klego, Kampung Glagah Ombo, Blumbang, Klego, Boyolali, 
selama dalam penganiayaan tersebut, korban ditanyai perihal 
televisi dan sejumlah uang, namun korban selalu  menjawab tidak 
tahu. Lalu korban  pukul ditendang, ditodong memakai pitol oleh 
terdakwa Taufik Ismail. Disusul oleh terdakwa lainnya menyiksa 
korban di dalam mobil APV warna hitam. 
Korban diberhentikan didesa Glagah Ombo, lalu ditendang dan 
dicopot kaosnya oleh terdakwa Syamsul Bahri. Setelah beberapa 
saat dianiaya korban mendengar ada yang teriak dari salah satu 
terdakwa untuk membeli bensin, setelah bensin datang, botol 
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bensin di siramkan terdakwa Agus Renaldy, dan disiramkan. 
Selanjutnya bensin disiramkan ke seluruh tubuh korban dan 
beberapa saat ada api yang menyambar rambut korban, setelah itu 
korban lari ke arah sawah dan disusul oleh para terdakwa untuk 
membantu memadamkan apinya. 
3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 
163/Pid.B/2015 
Berdasarkan Fakta alat bukti dan barang bukti yang diajukan di 
peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
Pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti dan barang bukti 
yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-faktan hukum sebagai 
berikut : 
Berdasarkan fakta fakta persidangan yang baik dari keterangan 
saksi, keterangan korban dan keterangan para terdakwa yang 
berkesesuaian bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta 
hukum, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum‟at 11 September 
2015, yang sekiranya masih berada di wilayah Pengadilan Negeri 
Boyolali. 
Bahwa kejadian tersebut berawal dari pencurian televisi dan 
sejumlah uang 1.800.000, hingga kemudian terdakwa Taufik Ismail 
meminjam senjata air soft gun oleh saksi Kukun Wihardono, dan 
sampai di rumah terdakwa Taufik Ismail mendengar langsung 
terdakwa Muhammad Mudhakir bahwa yang mengambil tersebut 
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adalah Muhammad Syaiful Anwar, karena sering main ke rumah orang 
tua terdakwa dan paham letak barang berharganya. 
Bahwa pada hari Jum‟at terdakwa Syamsul Bahri dan terdakwa 
Taufik Ismail bersama terdakwa Adik Nur Cahyadi yang kebetulan 
bertemu di jalan, pergi ke rumah Agus Renaldy, untuk memberi tahu, 
merencanakan dan membagi tugasnya. Kemudian saksi Muhammad 
syaiful Anwar yang sedang berda di sekolahannya di jemput oleh 
Syamsul Bahri dan Adik Nur Cahyadi menggunakan sepeda motor 
Honda Vario AD 2874 ZW milik terdakwa Taufik Ismail.sedangkan 
terdakwa Syamsul Bahri pergi ke rumah saksi Hari Susilo dan 
menjemput Taufik Ismail dengan menggunakan mobil APV Nopol B-
1653-SVC warna hitam, lalu pergi menuju Kedunglengkog menunggu 
saksi Muhammad Syaiful Anwar. 
Sesampainya saksi Muhammad Syaiful Anwar di lapangan 
Kedunglengkong, yang sebelumnya berboncengan dengan terdakwa 
Adik Nur Cahyadi menggunakan sepeda motor Honda Grand Nopol 
AD 4780 SD, langsuk ditarik oleh Taufik Ismail untuk masuk ke 
dalam mobil yang dirental tadi, dan para terdakwa seperti Adik Nur 
Cahyadi, Syamsul Bahri menggunakan sepeda motor milik saksi, saat 
saksi di dalam mobil Taufik Ismail bersama terdakwa menanyai saksi 
perihal hilangnya televisi dan sejumlah uang tersebut, tetapi saksi 
bilang tidak mengetahui akan hal itu, sesampainya terjadi pemukulan, 
penodongan pistol tetap tidak mengaku. Kemudian terdakwa 
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mengehentikan di Dk. Tlondan, Taufik Ismail dan Agus Renaldy 
kembali menanyai hal tersebut, dengan cara melakukan pegancaman, 
penodongan pistol karena saksi merasa takut dengan spontan saksi 
menyebut nama Korban Edi Susanto. 
Setelah itu terdakwa, mencari korban Edi Susanto ke rumahnya 
namun tidak diketemui namun bertemu oleh ibunya, yang mengatakan 
bahwa Korban bersama ayahnya pergi bekerja, setelah jalan ke arah 
Simo dan bertemu di Jl. Jaten terdakwa Taufik Ismail meminta ijin dan 
menarik masuk ke dalam mobil dan meninggalkan saksi Toyani.  
Selanjutnya korban ditanyai perihal sejumlah uang dan televisi 
yang hilang tersebut, ketka korban menjawab tidak mengetahui lalu 
korban dibekap kedua tangannya, dipukul secara bergantian oleh 
terdakwa Syamsul Bahri dan Adik Nur Cahyadi, kemudian terdakwa 
Taufik Ismail menodongkan Pistol, memasukkan ke dalam mulut 
korban supaya korban mengakui hal tersebut, namun karena tidak 
kunjung mengaku, lalu korban bersama terdakwa berhenti di jalan 
Glagah Ombo, Blumbang, Boyolali kemudian mobil berhenti dan 
Korban ditarik oleh Adik Nur Cahyadi untuk turun dari mobil, 
Syamsul Bahri dan Adik Nur Cahyadi kembali memukul korban.  
Setelah itu korban di dudukkan didalam mobil dan kaos korban 
yang bergambar kepala tengkorak yang dilepas oleh Syamsul Bahri, 
lalu terdakwa di Syamsul Bahri menendang korban mengenai panta, 
dan terdakwa Adik Nur Cahyadi menendang mengenai perut.  
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Bersamaan dengan hal tersebut salah satu terdakwa bilang untuk 
mencari bensin, yang mencari adalah terdakwa Muhammad Mudhakir 
dan terdakwa Eko Ady Saputro yang sebelumnya datang dengan cara 
di sms oleh terdakwa Syamsul Bahri, membeli bensin dari saksi 
Triwiyanto, dan terdakwa datang kembali dengan membawa 1 liter 
bensin dan di letakkan dipinggir sawah. Kemudian terdakwa Agus 
Renaldy mengambil botol bensin tersebut, dan di dipukulkan pada 
bagian kepala, lalu disiramkan keseluruh tubuh korban, setelah itu 
terdakwa Agus Renaldy meminta korek api kepada terdakwa Syamsul 
Bahri dan menyalakan rokok tepat di depan korban Edy Susanto 
hingga seluruh tubuh korban terbakar, dan korban lari ke sungai, 
namun sungai tersebut kering dan para terdakwa lari untuk membantu 
memadamkan api setelah itu korban di larikan ke Rumah Sakit 
Karanggede.
103
 
Bahwa para terdakwa membenarkan dan menandatangani 
adegan-adegan dalam rekontruksi dalam berita Acara rekontruksi oleh 
polisi, dan tidak membantah foto yang ada dalam bukti tersebut. 
Selanjutnya saksi Toyani dan korban Edi Susanto membenarkan 
akibat korban mengalami luka dibagian tubuhnya sebagaimana Visum 
Et repertum dari Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika tanggal 17 
September 2015, dan di rumah sakit Asy Syifa‟ Sambi yang ditemukan 
luka bakar di lengan kanan dan kiri yang terkelupas, punggung yang 
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terkelupas karena suhu dan trauma. Visum Et Repertum di Rumah 
Sakit Islam Surakarta pada tanggal 25 September 2015, dan di dapati 
luka memar dibagian mata kanan, punggung, kedua lengan bawah 
kedua tungkai, hingga akhirnya korban meninggal dunia.  
Berdasarkan keterangan saksi Toyani dan saksi ade charge yaitu 
saksi Tahmid, saksi Supardi dan saksi Ngatman, bahwa para terdakwa 
telah membantu perawatan korban Edi Susanto selama di Rumah Sakit 
serta telah memberikan tali asih terhadap keluarga korban. 
Bahwa para terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum 
melakukan tindak Pidana yang diatur dan diancam dalam dakwaan. 
Dakwaan kesatu primair dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 
ayat (1) ke 1 KUHP karena pidana penjaranya adalah 20 tahun penjara, 
dakwaan kesatu Subsaider pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 
KUHP dengan pidana penjara 15 tahun penjara, dakwaan kedua 
primair pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dengan pidana penjara selama 
lama 12 tahun jika kekerasan itu menyebabkan matinya seseorang. 
dakwaan kedua Subsaider pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dengan 
pidana penjara 9 tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan luka 
berat. dakwaan  ketiga primair pasal 354 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 
(1) ke 1 KUHP, Dakwaan ketiga Subsaider pasal 354 ayat 1 KUHP jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih Subsaider pasal 351 ayat (3) 
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KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan lebih lebih Subsaider 
Pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
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Dan yang paling tepat sesuai fakta hukum dan memenuhi unsur 
dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP, 
tentang kekerasan yang menyebabkan meninggalnya seseorang, maka 
didapat terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban hingga 
korban meninggal dunia. 
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Menurut peneliti, untuk putusan Pengadilan Negeri Boyolali 
No.163/Pid.B/2015/PN Byl sudah tepat berdasarkan pasal 170 ayat 2 
ke 3 tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan 
kematian, dalam hal ini hakim harus membuktikan salah satu saja, 
apabila pasal tersebut telah memenuhi unsur, baik terdakwa, keluarga 
korban. Tuntutan umum untuk masing masing terdakwa dituntut 
selama-lamanya 12 tahun penjara, Namun hakim dalam memidananya 
melihat dari turut serta terdakwa dalam melakukan penganiayaan 
terhadap korban, maka tuntutannya dari masing masing terdakwa, 
paling lama 11 tahun dan paling  sedikit 3 tahun penjara dikurangkan 
masa penangkapan dan penahanan.  
Hal yang meringankan para terdakwa, para terdakwa mengakui 
perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak 
akan mengulangi lagi, para terdakwa mempunyai tanggungan 
keluarga, terdakwa melalui keluarganya telah membiayai perawatan 
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korban selama dalam rumah sakit, serta membantu biaya perawatan 
korban. Adapun hal hal yang memberatkan korban, perbuatan para 
terdakwa tergolong sadis yang melakukan perbuatan dengan main 
hakim sendiri hingga korban Edi Susanto meninggal dunia, terdakwa 
Taufik Ismail yang mencerminkan sebagai anggota polisi tidak 
mencerminkan sikap dan tanggungjawabnya sebagai polisi. 
Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa oleh jaksa 
penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan kedua Primair  yaitu 
melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana. 
Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 372 KUHPidana 
sebagai berikut:  
a. Unsur barang siapa 
b. Unsur dengan terang-terangan 
c. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap 
orang atau barang. 
d. Unsur jika kekerasan yang digunakan menjadikan orang 
mengakibatkan maut/meninggal. 
Ad. a. Unsur Barang Siapa 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah 
setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu 
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tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas 
perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya.
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Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah 
dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa oleh jaksa penuntut 
umum dalam perkara ini adalah Yudha Wijaya Ardiyanto bin M. 
Anwar Tahir dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui 
bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah 
benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum 
yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang 
didakwakan kepadanya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat 
unsure kesatu yaitu barang siapa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah. 
Ad. b. Unsur dengan terang-terangan 
Menimbang bahwa dalam unsur ini, harus dilakukan secara 
terbuka, namun tidak perlu dimuka umum dan dilakukan dengan 
bersama-sama, dan pelaku mengerti bahwa terdapat orang lain yang 
turut serta dalam melakukan perbuatannya.
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Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang menimpa saksi 
korban Edi Susanto hingga mengakibatkan korban meninggal dunia 
terjadi pada hari jum‟at 11 September 2015 sekiranya pukul 13.00 
bertempat di Glagah Ombo, Desa Blumbang, Boyolali. Meskipun 
pengunaan kekerasan tersebut tidak dapat dilihat orang lain, namun 
karena dilakukan ditempat umum maka unsur tersebut telah terpenuhi. 
Ad. c Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap 
orang atau barang. 
Menimbang dalam hal ini, bahwa untuk meyebut seseorang 
telah melakukan kekerasan maka orang tersebut harus ada kesengajaan 
Opzetelijk menimbulkan sakit, luka pada seseorang, dan merugikan 
kesehatan seseorang. 
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Terdapat fakta hukum, baik dari keterangan para saksi, 
keterangan korban yang telah di buat BAP sebelum meninggal dunia, 
dan tidak di bantah oleh para terdakwa, meskipun menurut hakim ada 
yang tidak sesuai antara saksi satu dengan lainnya, namun menurut 
hakim karena saksi melihat, mendengar sendiri maka tidak ada alasan 
untuk tidak mempercayai para saksi, adanya keseimbangan termasuk 
alat buktinya. 
Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa 
Syamsul Bahri, Taufik Ismail, Agus Renaldy, Adik Nur Cahyadi, 
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Muhammad Muhakir dan Eko Ady Saputro, meskipun dilatari sebuah 
permasalahan yang membuat mereka main hakim sendiri seperti 
menendang, memukul, menampar, mengancam dengan menggunakan 
kekerasan mempunyai akibat tertentu dari perbuatan tersebut. 
Menimbang bahwa para terdakwa melakukan kekerasan karena 
semata-mata hanya ingin korban mengakui bahwa yang mengambil 
televisi adalah korban sendiri, perbuatan terdakwa seperti menendang, 
memukul, menampar serta terjadi pengancaman, setidak-tidaknya 
menimbulkan korban luka bahkan meninggal, maka dalam hal ini 
perbuatan terdakwa merupakan kesengajaan sebagai sadar akan 
kemungkinan. Dalam hal ini niat orang tersebut bisa diurungkan bila 
berfikir bahwa akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh 
aturan hukum dan undang-undang.  
Menimbang meskipun terdakwa Muhammad Mudhakir dan Eko 
Ady Saputro tidak ikut melakukan kekerasan, namun pada saat korban 
Edi Susanto ditendang, dipukul, ditampar dan disiram bensin,  namun 
terdakwa hanya diam dan tidak berkutik apapun dan tidak 
melaksanakan pencegahan terhadap para terdakwa yang menganiaya, 
namun  dalam hal ini terdakwa muhammad Mudhakir da Eko Ady 
Saputro membeli bensin agar korban mengakui perbuatannya, 
perbuatan pelaku dipandang sebagai kesengajaan sadar akan 
kemungkinan, hingga menimbulkan korban terbakar dan dibawa ke 
Rumah Sakit Karanggede. 
79 
 
79 
 
Ad d. Unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan 
maut/orang meninggal 
Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim perlu 
mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa beserta akibatnya 
yang berkesesuaian bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah 
Sakit Sisma Medika Karanggede pada tanggal 17 September 2015 
yang ditandatangani oleh Dr. Dewanto, bahwa terdapat luka bakar 
Grade I-II 72%  memar. 
Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Asyifa‟ Sambi tanggal 14 
Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani dr. Ali Mustofa, dengan 
kesimpulan terapat lengan kanan dan kiri mengelupas, punggung 
terdapat kulit terkelupas luka tembus sampai bagian vascia,. 
Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Surakarta tanggal 
25 September 2015 yang ditandatangani oleh H. Suriadie 
kesimpulannya yaitu, terdapat luka memar mata kanan, luka bakar 
diperut, kedua tungkai yang semuanya 60 % hingga korban meninggal 
dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Surakarta. 
Menimbang bahwa karena Visum Et Repertum tersebut telah 
dibuat, yang mengingat sumpah jabatan dari ahli selaku dokter, 
sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap bukti surat, 
yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan yang sebelumnya 
telah terjadi kekerasan terhadap korban. 
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Menimbang bahwa, karena semua unsur telah terpenuhi dari 
pasal 170 ayat (2) ke 3, maka para terdakwa telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang 
terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang 
mengakibatkan orang meningal dunia. 
Menimbang, karena Majelis Hakim tidak mendapat alasan 
sebagai menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 
alasan pembenar dan pemaaf maka terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
4. Putusan Hakim 
Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan 
Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang 
bersangkutan Menjatuhkan pidana terhadap diri : 
a. Terdakwa Samsul Bahri selama 9 tahun. 
b. Terdakwa Taufik Ismail selama 10(sepuluh) Tahun. 
c. Terdakwa Agus Reynaldi selama 11 (sebelas) Tahun. 
d. Terdakwa Adik Nur Cahyadi selama 8 (delapan) Tahun. 
e. Terdakwa Muhammad Mudhakir selama 3 (tiga) Tahun. 
f. Terdakwa Eko Ady Saputro selama 3 (tiga) Tahun. 
Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).
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Menetapkan barang bukti berupa 
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1) 1 kaos lengan panjang warna hitam 
2) 1 buah gesper 
3) 1 botol bensin  
4) 1 unit kendaraan bermotor/ mobil APV GC Nopol B-1653 SVC 
5) 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol Ad-2874-ZW  
6) 1 unit sepeda motor honda Yamaha Vino Nopol 5944 W  
7) 1 unit sepeda motor honda Nopol AD-5803-AD tahun 2015 
8) Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya 
perkara masing masing sebesar Rp.2000,-. 
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BAB IV 
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN 
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI NO.163/Pid.B/ 2015/ PN Byl TENTANG 
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN 
 
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pegadilan Negeri Boyolali 
No.163/ Pid.B/2015/PN Boyolali Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang 
Mengakibatkan Kematian 
Untuk terjaminnya pelaksanaan keputusan yang adil dan tidak memihak, 
maka Undang-Undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
khususnya Pasal 1 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah 
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya 
Negara Hukum RI. Oleh karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban dari hakim 
untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat supaya dalam menciptakan keputusan-keputusan 
yang tepat dapat menjawab masalah-masalah yang baru timbul. 
Hakim dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman 
mempunyai kemandirian dan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan dalam menjatuhkan putusan 
merupakan hak prerogatif hakim, apakah maksudnya serta bagaimana hakim 
dalam menyikapi kasus tersebut. Kebebasan di sini berarti tidak dapat dipengaruhi 
oleh siapapun. Hakim dalam menentukan untuk menghukum seseorang tidak 
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dapat dipengaruhi oleh siapapun, walaupun ketua pengadilan tidak dapat 
mempengaruhi keputusan hakim, jadi sesuai dengan hati nurani hakim. “Hakim 
dalam menjatuhkan hukuman atau membebaskan seseorang itu berdasarkan 
argumen yang logis dan rasional. Selanjutnya kebebasan hakim dalam 
menemukan hukum tidaklah berarti menciptakan hukum, melainkan merumuskan 
hukum. Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi 
dan pendapat ahli hukum terkenal (Doktrin).” 110 
Adapun dasar pengambilan putusan pidana didasarkan pada surat dakwaan 
dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Dalam Pasal 183 
KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. “Faktor-faktor yang harus 
diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya pada rumusan Pasal 58 RUU 
KUHP disebutkan bahwa dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut:  
1. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
3. Cara melakukan tindak pidana; 
4. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; 
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan perbuatan pidana; 
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 
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8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.” 111 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan 
rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis 
dan fakta persidangan, tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang 
mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih urgen lagi 
adalah pertimbangan nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena 
dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan sebagai seseorang. 
Dalam hal menjatuhkan suatu perkara pidana kepada terdakwa, maka 
hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan faktor faktorapa yang dapat 
memberatkan dan meringankan para terdakwa, sebelum menjatuhkan 
hukumannya berapa, hakim melihat dulu fakta dan keadaan terdakwa dan harus 
terbukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang sebagai dasar penentuan 
kesalahan para terdakwa. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf 
d Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) yang berbunyi : 
“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar 
penentuan kesalahan terdakwa”.112 
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Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, faktor pertimbangan khususnya yang menyangkut terdakwa, 
memperoleh penegasan sebagai berikut 
1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman atau pidana, hakim 
wajib memperhatikan sikap-sikap yang baik dan buruk.113 
”Majelis hakim dalam mengambil putusan tetap berpedoman pada 
ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa putusan 
pemidanaan dapat terjadi jika dari hasil persidangan majelis hakim berpendapat: 
(1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam 
surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; (2) 
Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana 
(kejahatan/misdrijved atau pelanggaran/ overtredingen): dan (3) Dipenuhinya 
ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat 
(1) KUHAP). Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan 
(veroordeling) kepada terdakwa.” 114  
Hakim dalam mengambil keputusan harus didasarkan kepada surat 
dakwaan jaksa penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang 
pengadilan.115 Bahwa dalam putusan perkara Nomor 163/Pid.B/2015/PN/Byl 
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dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu primair kesatu sebagaimana diatur 
dalampasal 340 KUHP jo Pasal 55 AYAT (1) ke-1 KUHP, subsidair kesatu 
sebagaimana diatur dalam pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan dakwaan primair 
kedua pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.   
Menurut KUHAP dalam Pasal 184 alat bukti yang sah yang dapat dijadikan 
dalam acara pidana antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk 
dan keterangan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 163/Pid.B/2015/PN Byl, saksi 
yang dihadirkan dalam persidangan terdapat 4 saksi yaitu saksi Muhammad 
Syaiful Anwar adalah teman korban Edi Susanto yang pada awalnya dituduh para 
terdakwa mengambil televisi dan sejumlah uang 1.800.000, saat terdakwa 
mendengar bahwa ada kasus pencurian dirumah orang tua terdakwa yang 
awalnya dinas di Wonogiri pulang kerumah boyolali namun sebelum pulang 
terdakwa sempat ke rumah saksi Kukun Wihardono untuk meminjam pistol jenis 
revolver. Saksi Toyani adalah ayah korban yang sebelum korban dibawa oleh para 
terdakwa, korban sedang bersama saksi Toyani yang berboncengan untuk pulang 
ke rumah namun ketika pulang terdakwa meminta saksi Toyani berhenti dan 
membawa korban Edi Susanto masuk ke dalam mobil, setelah berada di jalan 
Glagah Ombo terdakwa Eko Ady Saputro dan Muhammad Mudhakir membeli 1 
liter bensin ke saksi Triwiyanto, namun saksi tidak awalnya tidak mengetahui ada 
tindak pidana kekerasan, saksi berfikir bahwa terdakwa sepeda motornya mogok 
di dekat terdakwa membeli bensin.Saksi edi susanto sempat memberi keterangan 
sebelum meninggal dunia kepada penyidik yang tertuang di BAP dan sudah di 
sumpah sesuai agamanya berdasarkan keterangan saksi pada pasal 162 ayat (1) 
KUHAP.  
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Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana 
Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian adalah sebagaimana lazimnya 
dalam peraktik peradilan pidana, yaitu mempertimbangkan fakta persidangan, 
pertimbangan yuridis, dan pertimbangan sosiologi. Fakta-fakta persidangan 
berorientasi pada dimensi tentang locus dan tempus delicti dan modus operandi 
bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang 
mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimana akibat 
langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang 
dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.  
Merujuk pada perkara pidana yang dianalisis yaitu putusan Pengadilan 
Negeri Boyolali No. 163/Pid.B/2015/PN.Byl, bahwa dari uraian fakta persidangan, 
maka diperoleh fakta-fakta bahwa: keterangan saksi bersesuaian dengan 
keterangan terdakwa, keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan 
perbuatan yang dilakukannya, barang bukti memiliki nilai petunjuk benar telah 
terjadi tindak pidana pengeroyokan dan terdakwa sebagai pelakunya, barang 
bukti dan keterangan tersebut telah menjadi alat bukti sebagai petunjuk majelis 
hakim. 
Selanjutnya pertimbangan yuridis merujuk pada dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP: “barang 
siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan 
terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan menjadikan orang 
mengakibatkan maut/meninggal”.  
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Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan 
konteks penting dalam putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan 
pembuktian unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut 
telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh 
jaksa/penuntut umum. Dapat dinyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan 
yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim. 
Berdasarkan hal tersebut, hakim menggunakan pasal 170 ayat (2) ke 3 
KUHP, yang mendekati unsur dengan fakta di persidangan, dan melakukan secara 
bersama-sama yang dipersatukan baik dengan perjanjian maupun dengan adanya 
dorongan secara kolektif untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan 
pengeroyokan sendiri diartikan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama 
sehingga korbannya meninggal dunia. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut 
sebagaimana hasil Visum Et Repertum korban yang mengalami luka bakar, memar, 
bahkan korban meninggal dunia, baik keterangan saksi, keterangan korban, dan 
para terdakwa tidak membantah dan mengakui perbuatannya. Setelah majelis 
hakim menghubungkan dan menyesuaikan antara satu dengan bukti-bukti terseut 
dan dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, hakim 
mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur pasal 
yang telah didakwakan penuntut umum. 
Selanjutnya pertimbangan sosiologis adalah, Majelis Hakim 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 
dari perbuatan tersebut, yaitu:  
Hal-hal yang memberatkan 
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1. Para terdakwa dengan sengaja dan secara bersama-sama melakukan 
tindakan yang melawan hukum (pengeroyokan yang mengakibatkan 
meninggalnya seseorang Edi Susanto). 
2. Terhadap terdakwa Taufik Ismail, sebagai anggota polisi seharusnya 
memberikan contoh yang baik terhadap para terdakwa, karena tindakan 
yang mereka lakukan (para terdakwa) adalah tindakan yang melawan 
hukum. 
3. Terhadap terdakwa Muhammad Mudhakir dan Eko Ady Saputro 
mengetahui bahwa perbuatan tersebut, adalah perbuatan yang melawan 
hukum, tetapi keduanya tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. 
(melindungi/ menutupi) tindakan yang melawan hukum. 
Hal-hal yang meringankan 
1. Para terdakwa bersikap sopan di pengadilan 
2. Para terdakwa belum pernah dihukum 
3. Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, 
memperlancar jalannya persidangan (berterus terang) 
4. Terdakwa Agus Renaldi mempunyai tanggungan seorang istri dan 
mempunyai seorang anak yang bernama Bilqis Renaldy yang berumur 7 
(tujuh) tahun.  
5. Terdakwa Taufik Ismail mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri dan baru 
sebulan menikah, dan terdakwa Muhammad Mudhakir, Adik Nur Cahyadi, 
Syamsul Bahri dan Eko Adi Saputro masih muda dan masa depannya masih 
panjang. 
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6. para terdakwa melalui keluarganya telah membantu biaya perawatan korban 
Edi Susanto dan telah memberikan biaya pemakaman serta santunan kepada 
keluarga korban Edi Susanto serta telah meminta maaf atas kejadian 
tersebut. 
Para terdakwa dalam perkara ini, membantu biaya perawatan korban, 
memberikan biaya pemakaman, serta santunan terhadap keluarga korban untuk 
meringankan biaya korban dan telah mencapai kesepakatan antara kedua belah 
pihak. Dengan adanya pertanggungjawaban tersebut para terdakwa, 
menunjukkan itikad baik dan rasa perhatiannya terhadap korban. 
Pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis Hakim baru mengambil suatu 
keputusan untuk menjatuhkan putuskan pidana kepada tersangka dengan masing 
masing ancaman yaitu dari terdakwa Samsul Bahri dengan pidana penjara selama 
8 (delapan) tahun, Taufik Ismail dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun 
penjara, Agus Renaldy dengan pidana peanjara 11 (sebelas) tahun, terdakwa Adik 
Nur Cahyadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, terdakwa 
Muhammad Mudhakir dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, dan terdakwa Eko 
Ady Saputro dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun. 
Jika dilihat dari beberapa kasus tentang pengeroyokan yang mengakibatkan 
korban meninggal dunia, putusan yang diberikan kepada pelaku yang terbilang 
cukup sadis tersebut, hukumannya ringan dari hukuman yang ditetapakan sesuai 
pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. Namun hukuman tersebut, memiliki pertimbangan 
dari hakim sendiri sesuai dengan sistem pemidanaannya. Selain itu masalah 
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peringan dan pemberatan hukuman termasuk dalam pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan vonis kepada para terdakwa. 
Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap Terdakwa telah 
sesuai dengan teori yang dianut di Indonesia yaitu teori Gabungan, dimana teori 
tersebut selain menitikberatkan pada pembalasan atas perbuatan yang dilakukan 
pelaku kejahatan juga menitik beratkan pada maksud dan tujuan penjatuhan 
pidana untuk memberikan pelajaran dan kesempatan untuk memperbaiki diri 
terdakwa sehingga dengan demikian terdakwa tidak akan mengulangi 
perbuatannya dikemudian hari. Selain itu memberikan pandangan positif kepada 
masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sama seperti yang telah 
dilakukan oleh terdakwa. 
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana 
Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Putusan Pengadilan 
Negeri Boyolali Nomor-163/Pid.B/2015/PN Byl 
Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah uqubah yang 
artinya bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan 
syara.
116
 Hukuman itu harus baik dari Al-Quran hadits maupun lembaga legislatif 
yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman. Selain itu hukuman tersebut 
harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan 
saja. Selain itu hukuman harus bersifat umum maksudnya berlaku bagi semua 
orang karena semua manusia sama dihadapan hukum.
117
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Dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, perbuatan para terdakwa 
termasuk dalam kategori pembunuhan semi sengaja, dilihat dari segi niat 
terdakwa dalam melakukan penganiayaan, yakni terdakwa sengaja melakukan 
penganiayaan pelaku tidak berniat membunuh korban tetapi dalam kenyataannya 
korban meninggal dunia.118 Penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang 
terhadap satu orang maka mereka semuanya terkena hukuman qisās baik jumlah 
mereka banyak ataupun sedikit, meskipun di antara mereka tidak melakukan 
penganiayaan secara langsung, bagi sekelompok orang yang melakukan 
penganiayaan terhadap seseorang dengan memakai senjata alat yang umumnya 
dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti besi, pedang 
tombak, dll hingga seseorang tersebut meninggal maka semua orang yang 
memukul dihukum sebagai penganiayaan dan setiap mereka dihukum q    .119 
Ada tiga unsur dalam pembunuhan semi sengaja: 
d. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian 
e. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan 
f. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian 
korban. 
Perbuatan yang mengakibatkan kematian tidak ditentukan bentuknya, bisa 
berupa pemukulan, pelukan, penusukan dan sebagainya. Disyaratkan korban 
adalah orang yang terpelihara darahnya. Terhadap pembunuhan semi sengaja, 
diterapkan prinsip prinsip hukum dalam pembunuhan sengaja, seperti perbuatan 
langsung, perbuatan tidak langsung (sebab dan syarat), dan segala 
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pertanggungjawabannya, pembunuhan massal, prinsip t m lu’ dan prinsip 
tawafuq. 
Dalam hal unsur kedua, persyaratan kesengajaan peaku melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak  niat membunuh korban adalah 
satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi 
sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, si pelaku memang sengaja  melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan, dalam pembunuhan semi 
sengaja, pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan, sekalipun ia 
melakukan ia melakukan penganiayaan.  
Sehubungan dengan unsur ketiga, disyaratkan adanya hubungan sebab 
akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu penganiayaan, yaitu penganiayaan 
itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang 
membawa kematiaannya. Jadi, tidak dibedakan antara kematian korban itu 
seketika dengan kematian yang tidak terjadi seketika. Apabila tidak ada hubungan 
sebab akibat antara perbuatan dengan kematian, maka si pelaku hanya 
bertanggung jawab atas pelukaan atau penganiayaan lainnya. Dalam masalah ini 
mengingat banyak sebab yang dapat mengakibatkan kematian, maka dianut teori 
sebab. 
Menurut fiqh jina>yah hukuman adalah bentuk balasan bagi seseorang yang 
atas perbuatannya melanggar ketentuan syara‟ yang ditetapkan Allah dan Rasul-
Nya untuk kemaslahatan manusia.
120
 Hukuman ditetapkan demikian untuk 
memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri 
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tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini 
melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila 
manusia di muka bumi taat kapada-Nya.121 
Dalam hal pelukaan ada tiga aspek bila dilihat dari hukum pidana Islam, 
pertama aspek Syar‟i, dalam hal ini masuk kategori perusakan yang dilarang oleh 
Allah, dalam penerapannya adalah menjaga diri  yang mana masuk dalam 
pembahasan selain jiwa, yang disebut perusakan jiwa baik sengaja maupun tidak 
sengaja, yang perbuatannya adalah memisahkan badan, melukai sebagian anggota 
badan,sehingga menyebabkan korbannya meninggal dunia, maka harus dikenakan 
qisa>s. Tetapi dalam Hukum Pidana Islam, hukuman qisa>s bisa tidak 
diberlakukan apabila keluarga korban memaafkan dan hukumannya berubah 
menjadi diyat (ganti rugi).  
Hukuman pokok pada pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan kaffarat, 
sedang hukuman penggantinya adalah puasa dan ta‟zi>r dan hukuman 
tambahannya adalah terhalang menerima warisan dan wasiat.
122 
Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa  : 92 
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َ أ َٰٓ  ٝ ٌَِإ ٌخ َّ ٍََّغ ُِّ  ٌخَ٠َِذف ٌك
 ََ١ ِّ  ُ
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Artinya :  Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang 
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang 
beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), 
kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum 
(kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah 
si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) 
serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak 
memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-
turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui 
lagi Maha Bijaksana.
123
 
 
Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan qisa s di antara kewajiban yang 
harus dilakukan pelaku pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan sengaja yang 
memakai hukuman qisa>s hanya pembunuhan yang disengaja („amd).124 
Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, dendanya adalah diyat Mughallazah ( 
denda besar) yaitu seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina umur 3 
tahun masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun 
dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Diwajibkan denda berat karena sebagai 
ganti hukum bunuh (qisa>s) yang dimaafkan pada pembunuhan semi sengaja, 
denda dalam pembunuhan semi sengaja ini wajib dibayar oleh keluarganya, 
diangsur dalam waktu selama tiga tahun, tiap tiap tahun wajib di bayar sepertiga.
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Pertanggungjawaban hukum melekat pada pribadi seseorang menusia, 
dimana harus mempertimbangkan hal-hal yang ada pada dirinya seperti qudrah 
(kemampuan), masyaqqat (kesulitan), maslahat (kemaslahatan) dan „adl 
(keadilan). Islam dengan tegas mewajibkan umatnya untuk mengadili suatu 
perkara secara adil dan harus sesuai dengan keputusan Allah dan Rasulullah, 
karena segala kewenangan yang ada itu dari Allah. Hakim dalam memutuskan 
perkara tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang 
terbaik yang terdapat pada diri terdakwa. Begitu juga seorang hakim yang 
mengadili kasus pengeroyokan di Boyolali ini harus bersikap adil dalam 
memberikan putusan. Keadilan yang dimaksud dalam hukum pidana Islam ini 
adalah menerima laporan kedua belah pihak dan meneliti kasus secara dalam 
sebelum menjatuhkan suatu putusan. 126 
Menurut penulis, hukuman bagi jarimah penganiayaan ini adalah hukuman 
diyat Mughaladzah bukan qisa>s, seperti kasus penganiayaan pada umumnya. 
Karena dalam perkara ini telah disebutkan adanya perdamaian antara keluarga 
korban dan pelaku. Berdasarkan data data yang terkumpul, ukuran sanksi diyat ini 
bergantung pada ijtihad ulil amri atau hakim yang diberi kekuasaan untuk 
memutus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang terdapat dalam 
firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi: 
Sanksi hukuman diyat berat yang diberlakukan terhadap pelaku 
pembunuhan semi sengaja terdapat dalam firman Allah berikut : 
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97 
 
Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah : 45 
 
 ُُرْلأٱِث َْ ُُرْلأٱ َٚ  ِفَْٔلأٱِث َفَْٔلأٱ َٚ  ِٓ ١َْعٌْ ٱِث َٓ ١َْعٌْ ٱ َٚ  ِظْفٌَِّٕٱث َظْفٌَّٕٱ َّْ َأ َٰٓب َٙ ١ِف ُْ ِٙ ١ٍََْع بََْٕجتَو َٚ َّٓ ِّغٌٱ َٚ  ِْ
 ُ ٌَّٗ ٌحَسبَّفَو َٛ ُٙ َف ِِٗۦث َقَّذََصت ٓ َّ َف  ٌصبَصِل َحُٚشُجٌْ ٱ َٚ  ِّٓ ِّغٌٱِث ُ َّللَّٱ َيَضَٔأ َٰٓب َّ ِث ُُىَْح٠ ُْ ٌَّ ٓ َِ َٚ   
 َْ ٛ ُّ ٍِ
 َّظٌٱ ُُ ُ٘  َِهئ
َٰٓ  ٌَ ۟ٚ ُ أَف 
Artinya :Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba 
sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si 
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan 
kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh).
127
 
 
Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan qisa>s di antara kewajiban yang 
harus dilakukan pelaku pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan yang 
menyebabkan qisa>s hanya pembunuhan yang disengaja („amd). Sebagaimana 
dijelaskan dalam ayat tersebut, dendanya adalah Diyat kabir ( denda besar) yaitu 
seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk empat 
tahun, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun dan 40 ekor unta 
betina yang sudah hamil. Diwajibkan denda berat karena sebagai ganti hukum 
bunuh (qisa>s) yang dimaafkan pada pembunuhan semi sengaja, denda dalam 
pembunuhan semi sengaja ini wajib dibayar oleh para terdakwa.
128
 
Menurut penulis, yang diputuskan hakim dalam putusan perkara yang telah 
diajukan di Pengadilan Negeri Boyolali  hukuman para terdakwa adalah paling 
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lama 11 tahun dan paling sedikit adalah 3 tahun sudah sesuai dalam Hukum Pidana 
Islam yaitu hukuman diyat mughaladzah dimana pelaku tidak bermaksud 
menghilangkan nyawa korban tetapi dalam kenyataannya korban meninggal dunia. 
Para terdakwa dalam hal ini melakukan pengeroyokan terhadap korban yang belum 
pasti melakukan pencurian, seharusnya sebelum menganiaya, terdakwa mencari 
tahu kebenarannya terlebih dahulu. Dilihat dari sisi terdakwa, mau 
bertanggungjawab membiayai biaya pengobatan dari awal hingga akhir dan 
memberi uang santunan kepada keluarga korban, dan terdapat perdamaian yang 
dilakukan oleh keluarga terdakwa dan ayah korban Edi Susanto  secara tertulis, 
dimana ayah korban memaafkan perbuatan para terdakwa dengan alasan 
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap biaya korban Edi Susanto. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan 
dari hasil penelitian ini, bahwa : 
1. Pertimbangan hukum atas Putusan Perkara Nomor 
163/Pid.B/2015/PN. Byl, hal tersebut sesuai dengan mekanisme ketentuan 
yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian para terdakwa terbukti secara dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokam dengan masing 
masing ancaman pidana yaitu, Terdakwa Samsul Bahri selama 8 tahun, 
terdakwa Taufik Ismail selama 10 (sepuluh) Tahun, terdakwa Agus Reynaldi 
selama 11 (sebelas) Tahun, terdakwa Adik Nur Cahyadi selama 8 (delapan) 
Tahun, terdakwa Muhammad Mudhakir selama 3 (tiga) Tahun, terdakwa Eko 
Ady Saputro selama 3 (tiga) Tahun berdasarkan primair kedua dalam pasal 
170 ayat (2) ke 3. 
2. Berdasarkan Perspektif hukum pidana Islam terhadap perkara 
Nomor 163/ Pid. B/ 2015/ PN Byl tentang tindak pidana pengeroyokan yang 
mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut termasuk jarimah pembunuhan 
semi sengaja, Hukumannya adalah diyat mughaladzah (diyat berat), 
hukumannya adalah membayar denda 100 ekor unta, yang dimaafkan pada 
pembunuhan semi sengaja, denda dalam pembunuhan semi sengaja ini wajib dibayar 
100 
 
100 
 
oleh para terdakwa dengan.
129
 diangsur dalam waktu selama tiga tahun, tiap tiap 
tahun wajib di bayar sepertiga.
130 
B. Saran 
1. Majelis hakim dalam memutus perkara seharusnya dengan hukuman 
maksimal karena perbuatan dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 tentang tindak 
pengeroyokan yang mengakibatkan kematian tersebut merupakan 
perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa maka dihukum dengan 
hukuman berat. 
2. Memasukkan hukum pidana Islam di negara Indonesia saat ini, pastinya 
sudah saatnya diberlakukan karena dengan hukum Islam yang ditegakkan 
maka sedikit banyaknya kejahatan maupun pelanggaran bisa berkurang 
dan bisa menimbulkan efek jera bagi setiap pelaku tindak pidana, karena 
dalam hukum positif hukumannya sudah tidak menimbulkan efek jera bagi 
pelakunya. 
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